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TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN

DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANC TATA'TERTIB

SIF-A'T IIAPAT

ACr\ltA RAI'}A'I':

: KAMIS
: 02 Oktober 2014

: 09.00 WIB.

: Gedung DPRD Kabupaten Rembang

: Rapat Paripurna lnternal DPRD Kabupaten

Rembang

: Terbuka

l. Pembukaan;

2. Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4. Pengambilan Keputusan Rancangan peraturan DPRD Kabupaten

Rembang tentang Tata Tertib;

5. Penutup.

il.

III.



ry.

V.

PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. Majid Kamil. MZ

2. Jabatan : Ketua Sementara I)PRD Kab'rpaten Rernbang

SEKRETARIS RAPAT

l. Nama : Drs. ACI-IM.\D ]VIIJALII-

2. Jabatan : Sekretaris I)PRD Kabupaten Rembang

JUMLAH ANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokat

3. Fraski Kebangkitan Bangsei

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

:44 orang

: l0 orang

: 8 orang

: 6 <lrang

:7 orar.g

: 5 orang

: 4 orang

: 4 orang

: 9 orang

:7 orang

: 6 orarg

: 7 orang

: 3 crang

:? orang

: 4 orang

Jumlah

\TIU. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fpksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

: 39 orang

: I orang

: I orang

: - orang

: - orang

:2 orang



6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: I orang

: - orang

Jumlah : 5 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

Asalamu' alaikum Wr. llb.

Yang terhormat Rekan-rekan anggota DPRD

Kabupaten ltembang.

Sekretaris DPRD beserta Sta;.Yang saya hormati

Sebagai insan yang berimarr dan bertaqwa kepada Allah SWT. Tuhan

Yang Maha Esa marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji

syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan

kepada kita, pada hari ini kita masih berkesempatan bertemu di ruang

paripurna DPRD dalam melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna

DPRD Kabupaten Rembang dalam keacraan sehat wai afiat tanpa aral suatu

apa. Mudah- mudahan rapat pari;,urna ini dapat berjalan lancar hingg:r

selesainya acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat.,

Sebagaimana hasil Rapat Pinrpinan Gabungan antara Pinrpinan

Sementara dengan Pimpinan Fraksi-fra"ksi DPRD membahas program da,r

kegiatan DPRD Kabupaten Rembarg pada tirnggal I Olrtober 2014 kemarin.

bahwa Rapat Paripurna hari ini arialah Rapat Paripurna Internal DPRD



dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancattgan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Renrbang dalam pen,bahasan-pcmbahasan

penyusunannya dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rartcangan Tata Tertib

DPRD dengan berpedonran pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MD3, Peraturan PemerintaL Republil: Indonesia Nomor l5 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DPRD dan Peraturan DPRD Kabttrraten Rembang Nomor I Tahun 2012

tentang Perubaha:n Atas Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2010 tentang Tata

Tertib DPRD. Dan oleh Tim Penyt:sun hasil dari penrbahasan-pembahasan

penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib tersebul telah

dilaporkan dan diserahkan kepada Pimpirran Sementara pada tangl;al 30

September 2074, yang kemudian oleh Pimpinan Sementara bersama dengan

Pimpinan Fraksi dan Tim Penyusun dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tersebut pirda

tanggal I Oktober2014.

Untuk itu ucapan terima kar ih yang sebesar-besarnya dan apresiasi

yang setinggi- tingginya kami srrmpaikan kepada fim Penyusun atas

tersusunnya Rancangan Peraturalr DPRD tentang Tata Terib DPRI-)

Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat ,

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) hurufc Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 16 'fahun 2010 dijelasl'.a,r bahwa Rapat

Paripurna memenuhi kuorum aprrbila dihadiri oleh le'rilr dari '/, ( satu

',./-



perdua ) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selairr rapat

untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak

menyatakan pendapat, mengambil keputusan nrengenai usul pentberlterrtiarr

kepala daerah dan/atau wakil kep ala daerah, nrenrberlrcntikan pir.'rpinan

DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan ApBD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DpRD Ka.bupaterr

Rembang bahwa darijumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir

secara fisik dan menandatangani <laftar hadir aclalah sebanyali 3() orang.

Dengan demikian, maka Rapat Paripurna Internal DPRD hari ini telah

memenuhi qourum.

Selanjutnya dengan mengucap " Bismillohirrohmun'irrohitn,, tepat

pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna saya nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )

Peserta Rapat yang terhormat,

Sebelum acara berlangsung lecih lanjut, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari iri adalah sebagai

berikut :

l. Pembukaan;

2. Laporan Tim Penyusun Rancangan peraturan DpRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten lle,nbang;

3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembarrg;

4. Pengambilan Keputusan;

5. Penutup.



Marilah kita masuki acara yang keciua, yaitu Laporan Tim Penyusun

Rancangan Peraturan DPRD Tentang Teta Tertib DPRD Kaoupaten

Rembang;

Kepada Ketua Tim Penyusun Sdr. Mohamnrad Asnawi, S.Pd.l

dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

____ LAPORAN TIM PENYUSUN RANCANGAN

TATA TER'IIB DPRD ----
( Laporan Tim Penyusun terlampir )

Terima kasih atas laporannya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita masuki acara yanlJ ketiga adalah tanggapan fl'al<si-

fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang. Namun sebelnrnnya, agar pelaksaJaan penyanrpaian

tanggapan dari fraksi-fraksi ini da,pat berjalan dengan terlib, maka kami

mohon kepada juru bicara dari masirrg-masing fraksi yang dituniuk untuk

menunjukkan jari terlebih dahulu :

l. Fraksi Partai Persatuan Pemban,lunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Sdr. Zairnul Urram NS

Sdr. Edi Krrtono, S.Pd. MH

Sdr. Muhamrnad Imron

Sdr. Jasnrani

Sdr. I'uji Santoso, SP. MH

Sdr. H. Joko Suprihadi, SII

Sdr. I'lM. Nurhasarr, SH. Ml-l



Selanjutnya secara berurutan dimulai dali juru bicara Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

=::: TANGGAPAN FR.AKSI-FRAKSI DPRD ::=_=_

1. Tanggapan dariFraksi Parlai Persetuan Pembangunan.

) " Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kanri ht-r"nrati Pimpinan

Sementara DPRD Kab. '{embang, Sekretaris DPRD beserta Stal'

dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Sebelum Fraksi Partai Persatuan Pembangun?n menyarnpaikan

tanggapan , kami atas nama Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan menyampaikan rasa terima kasih kami kepada tinr

penyusun tatib 2014 yarrg telah bekerja sungguh - sungguh dan

maksimal. Fraksi Partai Persatuan Pembanguna:r menerima dan

menyetujui hasil tim penyusun tatib Can hasil sinkronisasi pada

rapat pimpinan DPRD Sementara dengan Pirr.pinan Fraksi pada

tanggal I Oktober 2014 kemarin dengan catatan pada pasal 50

ayat ( 3 ) agar dikembalikan seperti semula untuk menjaga

harmonisasi anggota DPRD yang sudah .erjalin dengan baik.

Demikian tanggapan Fraksi Partai Persatuan Penrbangunan.

Wasallamu'alaikum. Wr.\Vb."

2. Tanggapan dari Fraksi Demokrat.

) " Asalamu'alaikum Wr. '676. Yang liami hormati pimpinan

Sementara DPRD Kab. Renrbang, Sekretaris DPP.D beserta Staf

dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Pada kesempatan yang ber bahagia ini tidak lupa panjatkan puji

syukur kehadirat Allah SWT yang telah mernherikan rahmat dan

hidayah sehingga kita Japat melaksanakan rapat paripurna ini



3.

dalam keadaan sehat walafiat. Selaniutn ya mertanggapi

rancangan peraturan DP[(D Kab. Rembang tentang Tata Tertib

yang telah dibahas dala,n Tim Tatib DPRD i(ab. Renrban,q

Fraksi Dernokrat menyef,akati terhadap beberap(r penanlbahar)

yang disesuaikan dengan kebutuhan DPRD sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan diatasnya. Seianjrrtnya Fraksi

Demokrat sepakat dengan Bagian Humas dan Satpol PP yang di

Rancangan di Komisi D agar dikembalikan semu-a di Kornisi A.

Dengan mengucap Bismillahirohman'nirohirn Frak:;i Demokrat

sepakat dan setuju Rancangan Tatib ini untuk diteruskan menjadi

Peraturan Daerah Tahun 20l4.Dcmikian singkat dari kami.

Wasallamu' alaikum. Wr.V/b."

Ianggapan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F " Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami horm;rti Pimpinan

Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserte Staf

dan anggota DPRD Kab. Remb:rng.

Setelah mendengarkan laporan 'lim Penyusun rancangan Tata

Tertib DPRD l(ab. Rembang Kami sangat mengapresiasi hasil

dari Tim Rancangan Tatib. Untuk itu karri da-i Fraksi Partt.i

Kebangkitan Bangsa supala untuk menggarisbawahi tadi di draft

untuk yang pasal 50 ayat (3) huruf d nomer 9 dan l0 mengenai

bagian Humas dan Satpr,l PP agar supaya kembali ke draft

Komisi A. Demikian tanggapan Fraksi Partai Kebangiritan

Bangsa. Wasallamu'alaikurn.'Wr.Wb."

Tanggapan dari FraksiPDI Ferjuangan Nasdem.

F" Asalamu'alaikum Wr. Wit Merdekaa.....!lll!. Yang lianti

hormati Pimpinan Semenlara DPRD Kab. Iiernbang, Sekretaris

DPRD beserta Staf dan anggora DI,RD li.ab. Rembang.

4.



Dengan rjin Allah SWT perkenankanlah liami umtuk

menyampaikan tanggapan atas rancangan rata tertib DPRD l(ab.

Rembang Tahun 2014 - 2019 adalah sebagai berikut ;

l) Secara umum kami snagat mengapresiasi kerja dan kinerja

tim penyusun tata tertib DPRD Kab. ilenrbar,g yang telah

bekerja sanget keras dan juga melelahkan.

2) Terkait dengan beberapa dinamika yang berkembang maka

perlu kami haturkan beberapa catatan- caratan sebagai

tanggaparr tentang perlu dikembalikanya tsagian I-lumas

dan Satpol PP menjrdi mitra Komisi A ya^rg membidangi

Hukum dan Pernelirrtahan. Dengan pertimbangan bahwa

keduanya melakukar. tupoksi yang lebih rnendekati dengan

tugas- tugas yang ciiampu oleh Konr,si yang dinraksud.

Demikian tanggapan ini dibuat untuk periksa dan rlakl,rr.n.

Wasallamu'alaikum. Wr.Wb. Merdekaaa..l ! ! ! !"

5. Tanggapan dari FraksiGerinCra.

D" Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan

Sementara DPRD Kab. Rembang, Sekretaris DPRD beserta Staf

dan anggota DPRD Kab. Rembang.

Alhamdulillah pada kesenrpatan siang hari ini kita rnasih diberi

kesehatan sehingga bisa befiemu dalarn rangka rapat paripurna

pengesahan rancangan tata tertib DPRD Kab. Rembang.

Yang berikutnya kami nrervakili dari Fraksi Partai Gerindra

akan menyampaikan ee... pengesahan terkait tata tertib DPRD

Kab. Rembang. Berdirsarkan hasil penrbahasan yang

dilaksanakan oleh tim pembahasan tata tertib kanri nremberikan

apresiasi yang cukup tinggi sehingga penrbahasan bisa berjalan

lancar meskipun dengan adanya dinamika pol:tik yang ada



diruang pembahasan te:api kami pada dasarnl'a memberikan

sesuatu apresiasi yang sangat tinggi. Kami dari Fraksi Partai

Cerindra dapat menerima pengesahan rancangan peraturan

daerah DPRD Kab. Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kab.

Rembang dengan catatan pada pasal 50 ayal 3 tentang

pembidangan komisi terirtama terkait Kornisi D ( BiCang

Kemasyarakatan ) pada Bagian Humas dan Satpol PP agar

dimasukan di Komisi A, :lasannya penempatan Bagian l-lttmas

dan Satpol PP di Konrisi D kurang mertunjukan kesestraian

antara tugas Komisi D yang menangani bidang kemasyarakatan

dengan tupoksi Satpol PP dan Bagian Humas ltarena keduanya

lebih mengarah pada pelirksa.raan pem:rintahan yang baik dan

bukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. ltu

menjadi alasan kami terima kasih. Demikian ee.. tanggapan

Fraksi Gerindra, saya akhiri Waserllamu'alailium. Wr.Wb."

6. Tanggapan dari Fraksi Karyl, Sejahtera.

)" Asalamu'alaikum Wr. Wb. Yang kami hormati Pimpinan

Sementara DPRD Kab. Rernbang, Sekretaris DI'RD beserta Stal'

dan anggota DPRD Kab. F:embang.

Pertama- tama dari Fraksi Karya Sejahtera ingin mengajak

semua untuk selalu berslukur kepada Allah SWT karena telah

memberikan kenikmatan kepada kita sekalian sehingga pada

kesempatan pagi kali ini kita bisa rnemenuhi undangan Pimpinan

Sementara.

Adapun Tanggapan dari F'raksi Karya Sejahtera yang bekenaan

hasil Tatib yang telah melalui mekanime pembahasan sampai

yang akhir kemarin kita bersama melakul<an sinkronrsasi antara

Tim Penyusun kemudian ,Jengan Pimpinan DPRD Sementara



dan juga dengan para Pimpinan Fraksi. Dari Fraksi kami sepakat

apabila Tatib yang telah kita hasilkan kemarin kita sahkan pada

kesempatan kali ini, akan tetapi ada catatan yang perlu kami

sampaikan yaitu yang bei-kenaan dengan komitmen- komitnten

yang telah keluar dan tiita sepakati pada saat pembahasau

sinkronisasi tanggal I Oktobcr 2014 kemarin. karcna pacla

dasarnya tatib yang tertuang didalam UU nomer l2 Tahun 20ll
tentang pembentukan peraturan perundang-undargan bahwa tatib

bagian ketetapan atau kest:pakatan yang dihasilkan oleh anggota

DPRD sedangkan komtmen yang kita bangun kemarin adalah

bagian dari kesepakatan yang dihasilkan ol,:h on**ota DpRD

sehingga dengan demikian bobot antar.a tatib yang tertulis

dengan kesepakatan yang tidak terlulis adalah sama, secara

hukum seperti itu dan tidak terpisahkan. Untuk itulah dari Fraksi

kami kepengin agar kita semua memegang kcsepakatan itu

meskipun tidak tertrrlis. Pada dasarnya Fraksi Karya Se.iarrtera

setuju dengan tatib yang kita bahas. Demikian apa yang karrr;

sampaikan dari Fraksi Karya Sejahtera mudah- mudahan bisa

dipahami semua pihak dan disepakati. Kurang lebihnya mohon

maaf yang sebesar- besarnya. Wasallamu,alaikum. Wr.Wb.,,

ts Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil, MZ )
" Sebentar Mas Joko saya ingin mengklarifikasi duru baik dari

laporan yang pertanta dan kedua ),ang sayit pahami inikan setuju
ya dengan hasil Tim pen;rusun dan rapar sinkronisasi yang

kemarin itu ya"



F Sdr Joko Suprihadi, SH

" Sejak awal saya samparkan setuju atau sepakat terhadap tatib

yang telah kita bahas. Catatannya tadi tidak perlu saya ulang lagi

} Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil,MZ)

" Sebentar- sebentar saya tidak menanyai panjenengan tok tapi

yang pertama tadi karena Pak Nurhasan tadi hrrnya nrengatakan

setuju saja tidak nrengatakan dengan tim atau clengan rapat

sinkronisasi. Makanya saya klarifikasi maksudnya setuju Jengan

tim atau dengan rapat sinkonisasi?

7. Tanggapan dari FraksiHarapan.

) "Asalamu'alaikum Wr. Wb. yang karni hormati pimprnan

Sementara DPRD Kab. Rerrbang, Sekretaris DpRD beserta Staf

dan semua anggota DPRD Kab. Rembang.

Kami sangat mengapresiasi kepada Tim penyusu:r Rancangan

Tatib DPRD Kab. Rembanr ylng dengan serius membahas

Rancangan Tatib ini dengan hasil yang memuaskan, dan dr:ngan

ini Fraksi Harapan menerima dan menyetujui hasir pembahasan

yang telah dilarukan oleh Tim penyusun Tatib DpRD tersebut.

Namun demikian Fraksi Harapan memberi catatair salah satunya

adalah setelah disahkannya undang- undang pilkada tanggal 25

september 2014 dengan cirakukarrnya pirkada secara ranssuns

sehingga undang- undrng tentang pemerintah Daerah

menambahkan pasal tentarrg tugas dar, wewenang DPRD. Untuk

itu maka Fraksi Harapan berha'ap dalarrr pasar tersebut untuk

dimasukan dalam Tatib DI:'RD paling lambat sebelum pilkarla di

Kab. Rembang dilaksanakar. Demikian tanggapan Fraksi

Harapan. Terima Kasih. Wasailarnu'alaikunr. Wr.Wb.,,



Rapat Dewan yang terhornrat,

Kita masuk acara berikutnya, ace"a yang keempat yakni Pengarrrbilan

Keputusan terhadap Rancangan Pertrrran DPRD tentang Tat.l Tertib DPI{D

Kabupaten Rembang.

Dari tanggapan fraksi-fraksi rlan harmonisasi terhadao inventarisir

masalah pada Rancangan Peraturan DPRD tentang l-ata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang hasil penyusunan Tim Penyusun, maka diperoleh

hasil yang perlu kami sampaikan dan tawarkan terlebil dz,hulu kepada

rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini :

FPimpinan Rapat ( H. Majid Kamil. MZ )
" Dari tanggapan semrra Fraksi saya simpulkln semua fraks.

menyetujui, yang Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Harapan

menyetujui hasil dari Tim Penyusun Tatib dan hasil sinlironisasi,

berarti yang saya simpulkarr pada pasal 50 ayat (3) yaitu Satpol

PP dan Bagian Humas ditetapkan di Komisi D. Dan yang Fraksi

PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan Nz.sdem, Fraksi

PKB dan Fraksi Gerindra nienyetujLri tempi pada prsal -50 ayat (

3 ) tentang Satpol PP clan Bagian Flumas dikembalikan lagi di

Komisi A, terus ada tambahan lagi dari Fraksi Harapan coba pak

Mualif tolong dibacakan.

) Sekretaris DPRI) ( Drs.

" Menurut catatan saya

ini memang tidak bisa

tetapr catatan agar nanti

diundangkan dan disitu

DPRD maka Tatib

dilakukan Pilkada."

Achmad Mualif )
yang disampaikan oleh Fraksi Harapan

serta- melta dimasukan di Tata Tertib

apabila undairg - rrndang Pilkada sudah

menunjukan ada perubahan kervenangan

har us dilakukan perubahan sebelum



FPimpinan Rapat ( H. Majid Kamil. MZ )

" Makanya tadi kan ada tambahan itu rnaka tetep saya tawarkan

karena itu adalah usulan tambahan, karena itu erntuk keabsahatr

secara resmi perlu persetujuan dari anggota - irltggota DPRD

yang hadir dalam paripurna ini, untuk itu kami tawarkan kepada

saudara- saudara anggota apakah jelas sudalr setuju dengan

Fraksi yang lima tadi itu dengan pengecualian yaitu Bagian

Humas dan Satpol PP dikembalikan lagi di Komisr A ataLr tetep

voting ?

) Interupsi Sdr. Henry Purwoko, S.Pd

" Jadi menurut saya gak usah voting, karera apa dasar pemikiran

kemarin itu adalah unluk membagi beban kerja itu aja.

Sebetulnya unluk Komisi A terlalu ba:ryak SKPD makanya

pengen berbag,i beban kerja jadi tidak ada unsur apapun,

makanya ketika Pimpinan keberatan di rapat sinkronisasi temen-

temen gak masalah jadi kembalikan aja ke Komisi A untuk

kondusifitas jadi menurut:aya gak usah di voting. Terima Kasih.

Wasallamu'alaikum. Wr.V/b. "

) Pimpinan Rapat ( H. Majict Kamil. MZ )

" Terima kasih interupsinya kalau nlemang ini disepakati gal. ada

voting tetep saya kembalikan kepada Fraksi Karya Sejahtera dan

Fraksi Harapan apakah mengikuti yang lainnya atru

bagaimana?"

FJawaban dari Fraksi Harapan ( HM. Irlurhasan, SH.MH )

" Kami mewakili dari Fralisi Harapan setuju jika Bagian Hunras

dan SatpolPP dikembalikan lagi di Komisi A. Terirna Kasih. "



FJawaban dari FraksiKarya Sejahtera (H. Jok..r Suprihadi, SH )

" Terima kasih Pimpinan. Pzda Prinsipnya Fraksi I(arya

Sejahtera bisa menerima dan tidak ada masalah.

)Pimpinan Rapat ( H. Majid Kamil. MZ )
" Oke terima kasih berarti tidak masalah tid.rk ada voting.

Alhamdullilah. Maka Sa.1tu simpulkan bahwo Rancangan Tatt

Tertib DPRD Kabupaten Rembung yang. disusun oleh Tinr

Penyusun Tata Tertib D),RD disetujui kecuuli pada pasal 50

ayat ( 3 ) yaitu Bagian Humas dan Satpot pp l,ang
dikembalikan lagi ke Kontisi A. ,,

setelah mendengar jawaban dari rekan-r'ekan anggota , nraka dapat kita

simpulkan bahwa Rancangan Tata Te,rtib yang disusun oleh Tim penyusun

dapat diterima menjadi Rancangan peraturar DpilD tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang. Namun untuk keabsahan seca"a resnri, perlu

persetujuan dari rekan-rekan anggota DpRD yang hadir dalam rapat

paripurna ini. Untuk itu, kami mintakan persetujuan kepada saudara-saudara

anggota:

" Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang yang disusrun oleh Tim p,:nyusun Dengan

Pengecualian pada Pasal50 ayat ( 3 ) dapat disetujui ?,'

( Dengan suara bulat semua ariggota D4RD menyetujui )
( Ketuk palu I kati )

Untuk selanjutnya Rancangan peraturan DPRD tentlng Tata Terlib
DPRD Kabupaten Rembang yang telah disetujui akan diserahkan



kepada Pimpinan Definitif DPRD untur ditindaklanjuti rrrenjadi Peraturan

DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Dengan telah dilakukan pengambilan keputusan terhadap Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, rnaka

selesai sudah acara dalam rapat paripurna parJa hari ini. Terima kasih atas

perhatian dan kehadirann)'a serta mohon maaf atas segala kekurangan saya

di dalam memimpin rapat. Dan dengan mengucap " Alltanrdulillahirobbil

'alamin " tepat pukul 11.40 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya

nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN
KABUPATEN

KETUA SEMENTARA,

H. MAJID KAMIL. MZ

RAKYAT DAERATI
REMBANG

SEKRETARIS,

Drs. ACH IAD MTiALIF
I Itarrra Muda

NrP. l9620tft)J 19880i I 0ll



LAMPIRAN: RISALAH RAPAT PARIPURNA INTER.NAL DPRD

REMBANG TENTANGKABUPATEN
PENGESAHAN
KABUPATEN
TERTIB DPRD

RANCANGAN PERATUIIAN DPRD

R.EMBANG TENI'ANG TATA
I(ABUPATEN RENTBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota

DPRD Kabupaten Rembang;

Laporan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang;

Rancangan Peraturan Dewan Perrvakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Nomoi.......Tahurt
2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daera.h Kabupaten Rembang.
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FRAKSI PDI PERJUANG,\N NASDDM

Y KURNIAWAN, SE, tvlM

MUHAMMT\D BAIIAUD DUROR' ST

FRAKSI PAR'L\I GERli\DRA

HERI KURN]AWAN, SE

AMMITA PMPANCA A.N.R" SPd

Drs. ACIIMAD MUALIF Sekretaris DPRD

PUJI SANTOSO, SP, MH

YU ARDIYAH MAYASARI

FRAKSI KARYA SEJAIITERA

GATOT PAERAN, SH MSi

JOKO SUPRIHADI, SH

CATUR WINANTO. SH

FRAKSI IIARAPAN

M. NURHASAN, SI], MH

LATOTFUL MINAN

GATOT DARYANTO, STI

RATRIADI SAPTEKO, SH
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Ketgrangan :
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LAPORAN TIM PENYUSUI,I RITNCANGAN PERATLRAN DPRD
KABUPATEN REMBANG TTJNTANG TATA TERTIB DPTID

KABUPATEN REMBANG

1. Dasar
Tim penyusun Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang dibentuk dan melaksan,:kan tugas berdasarran Surat Keputusan
Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 'lahun 2014 tentang
Pembentukan Ketua dan Anggota 'lim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang tentang Tata Te,tib DPRD Kabupaten Ren,bang.

;l'!iFFI

2. Tim Penyusun
Susunan Tim penyusun Peraturan

Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah

. Mohammad Asnawi, S.Pdi

. Gatot Paeran, SH, Msi

. Puji Santoso, SP,MH

. DonnyKurniawan,SE,MM

. Widodo
e Muhammad Bahaud Duror, SPI
. Edi Kartono, Spd,MH
o lmro'atus Sholichah, SE,MH
. Hj. Hikmah Purnamawati
. H. Joko Suprihadi, SH
. Sugiharto
. Henry Purwoko, Spd

' Sulistyo Weti Ariani
. Mohammad Anshori
. Zaimul Umam NS
. Mohammad lmron
. M. Bisri Cholil Laquf
o HM. Nurhasan, SH,MH
o Sahningsih, SE
. H. Chasanuddin

DPRD Kabupaten Re.noang tentang Tata
sebagai berlkut :

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

. Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota
Anggota

Anggota

Anggota
Anggota

3. Pembahasan
a. Referensi yang kami gunakan dalam pr:nvusunan sebagai berikut:

- UU No 17 fahun 2014
- PP No 16 Tahun 2010
- Peraturan DPRD r\lo 1 Tanun 2012

b. Waktu Pembahasan
Pembahasan Rancangan Peraturan DpRD Kabupaten Rembang tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembrrng dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 30
September 2014 dan kemudran dilanjutkan pada tanggal I Oktober 2014
bersama Pimpinan sementara d:in pimpinan Fraksi dalam rangka sinkronrsasr
dan harmonisasi Rancangarr perar uran DpRD Kabupaten Rembang tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang.



4, Hasil Pembahasan

1. Pada Ketentuan umum point 20 ada perubahan tentang kode etik :

Draft

(20) Kode Etik Dewan Perwakilan fiakyat Daerah yang selan.lulnya disebut Kode

Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuarr kinerja anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat-.n Rembang dalam

melaksanakan tugasnya.

menjadi

(20) Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutrya disebut KoCe

Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh ;eliap anggota DPRD selama

menjalankan tugasnya untuk nenjaga maftabat, kehormatan, citra dan

kredibilitas.

2. Ada Penambahan poin j pada Pasal 23

Anggota DPRD mempunyaihak :

a. mengajukanrancanganperaturandaerah;

b. mengajukanpertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. membeladiri;

f. imunitas;

S. mengilluti orientasi dan pendaiaman tugas;

h. protokoler;

i. l(euan0an dan administratif; dan

j. Menerimadokumen bahan pembahsan dan hasil akhir pembahasan setelah

disahkan

3. Ada penambahan poin lpaoa pasal 32

L Mengikuti Upacara Resmi Penerintah Kabupaten Rembang n:eliputi;

a. Upacara Hari Ulang iahun ( HUT ) Kemerdekaan Republik lndonesia;

b. Upacara Hari Jadi Kabupaten Renbang.

4. Pengisian Jumlah pada pasal 47 ayal (2) .

Jumlah anggota Badan Mus,rawarah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang
terdiri dari unsur pimpinan DpRD 4 (empat) orang, Fraksi partai persatuan

Pembangunan 4 (empat) or:ng, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi
Partai Demokrasi rndonesia perjuangan Nasdem 3 (tita) orang, Fraksi Karya
Sejahtera 2 (dua) orang,Fraksi pa(ai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang,



Fraksi Partai Gerakan lndonesia Raya 2 (dua) orang dan Fraksi Harapar 2

(dua) orang.

5. Pada Pasal 49 ayat ('1 1) menambahkan kalimat dan dapat d,pilih kembali

Draft

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekrctaris komisi di'etapkan paling lama

2 % (dua setengah) tahun.

menjadi

Masa jabatan ketua, wakil ket,la, dan sekretaris komisi ditetaokan paling lama

2 lz (dua setengah) tahun dan rlapat dipilih kembati

6. Pada Pasal 50 ayat (3)

Pengurangan pada Komisi A

Bagian Hubungan Masyarakat Setda dan Satpol PP

Draft

Komisi A, bidang Hukrrm dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati;

2. Sekretariat DPF.D;

3. Sekretariat Daera,r,

4. Bagian 1-ata Pemr:rintahan Setda;

5. Bagian Hukum Setda;

6. Bagian Umum Selda;

7. Bagian Hubungar, Masyarakat Setda;

8. Bagian Organisasi dan llepegawaian Setda,

9. Badan Kepegawalan Daerah;

10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika;

11. lnspektorat;

12. Kantor Kesatuan Sangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,
'13. Satpol PP;

14. Dinas Kependudukan lan Catatan Sipit,

15. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa,
'16. Badan Lrngkungan Hidup;

Menjadi

Komisi A, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Bupati

2. Sekretariat DPRD:

3. Sekretariat Daerah;

4. Bagian Tata pemenntahan Setda;

5. Bagian Hukum Setda,



6. Bagian Umun: Setda;

7. Bagian Organisasi dan F.epegawaian Setda;

8. Badan Kepegawaian Daerah;

9. Dinas Perhubungan, Kornunik:si dan Informatilia;

10. lrrspektorat;

'l 1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindurrgan Masyarakat;

12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

13. Kecamatan/ Kelurahan/ Desa;

14. Badan Lingkungan Hiduc;

Penambahan pada Komisi D

Draft

Komisi D, bidang Kemasyarakatan meliputi:

1. Bagian Kesejahteraan Rakvat Setdtr;

2. Dinas Pendidikan;

3. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno;

4. Dinas Kesehatan;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dar Keluarga Berencana;

6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda darr OIah Raga, dan

8. Kantor Perpustakaan dan l.rsip.

Menjadi

Komisi D, Bidang Kemasyarakatan meliputi:

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;

2. Dinas Pendidikan;

3. BLUD RSUD dr. R. Sutrasnc;

4. Dinas Kesehatan;

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan X.elrrarga Berencana;

6. Dinas Sosial, Tenaga Kerla dan Transmigrasi,

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

8. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

9. Bagian Hubungan Masyarakat Setda;dan

10. Satpol PP.

Z. Pengisian Jumlah pada Pasal 53 ayal (2)

Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah sebanyak 11 (sebelas) orang :erdiri dari Fraksi

Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Dcmokrat 2 (dua7 orang, Fraksi

Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua, orang, Fraksi partai Demokrasi lntjonesia



Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang,Fraksi Par,ai Gerakan lndonesia Raya 1(satu) orang,

Fraksi Karya Sejahtera 1 (satu) orang darr Fraksi Harapan 1 (satu) orang.

8. Pada Pasal 54 ayal (3) menambahkan kata dan dapat d!pitih kembali

Draft

Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Dererah paling lama 2l (dua setengah) tahun

Menjadi

Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 % (dua setengah) tahun

dan dapat dipilih kenbali

9. Pengisian Jumlah pada Pasal 56 ayal (2)

Jumlah anggota Badan Anggaran sebarryak 22 (duapuluhdua) orang terdiri dari unsur
pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi partai persat,ran pe mbangunan 4 (empat)

orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) orang, Fraksi partai Demokrasi lndonesia perjuangan

Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Partai Ke.bangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi partai

Gerakan lndonesia Raya 2 (dua) orang, Fraksi Karya sejahtera 2 (dua) orang dan

Fraksi Harapan 2 (dua) orang.

'10. Pada Pasal 58 ayat (9)

Draft

MasatugasanggotaBadanKehormatan paling lama 2 % (duasetengah) tahun

Menjadi

[\4asatugasanggotaBadanKehormatan paling lama 2 % (duasetengah; tahun dan dapat

dipilih kembali.

11. Pada Pasal 60 :

point a menambahkan kata /atau :

memanggil pimpinan darilata,t anggota DpRD yarg diduga melakukan

pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DFRD r,ntuk memberikan

klarifikasi atau pembelaan atas pengacluan dugaan pelanggaran yang dilakukan
point c menambahkan kata pimpinan dan/atatr

menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DpRD yang terbukti
melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DpRD



12. Pada Pasal 61 ayat (1) menambahkan kata /atau

Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada pimpinan dan/atau anggota DPRD

yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tala tertib DPRD berdasarkan

hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan

13. Penambahan ayat (5) pada Pasal 63 ayat (5)

(5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan identitas

pelapor.

14. Ada penambahan ayal(4) dan ayat (5) pada Pasat 68:

(4) Undangan rapat-rapat DPRD diterbitkan oleh pimpinan DPRD dalam bentuk tertulis.

(5) Penyampaian undangan sebagaimanir dimaksud ayat (4) kepada calon peserta rapat

dapat :

a. secara langsung per kurir;

b. melalui email atau elektronik lainnya;

c. melalui pesan singkat resmi.

Adapun hasil akhir sebagaimana foto copy yang telah saudara - sauda,-a terima.

Demikian laporan dari kami sebagai Tim penyusun peraturan DpRD
Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib. DPRD Kabupate n pembang dalam
menyusun dan membahas Peraturan DpRD.

Rembang, 1 September 2014

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN EPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIiJ DPRD

KABL'PATEN REMBANG

Ketua Sekretaris

Muhammad Asnawi, Spdi

)t,r*il "t_-_T-

Puji Santoso, SP,14H



l
.\?'lt
I

RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYA.T DAERAh

KABUPATEN REMBANG

Nomor :.......1 AhUN 2014

TEN TANG

TATA TERTIBDEWAN PEITWAKILAN RAKY,qT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

(HAS|L RAPAT pARtpuRNA PENGESAHA| TATA TEitIu rAr,jccAL 6 oKToBER 2014)
DEWAN PERWAKILAN RAKY,\T DAERAH KABTJPAIEN R=IVIBANG

Menimt,ang: a.

I
'3
$
D

L

Mengingat: 1.

4.

bahwa fungsi Dewan Perwakilarr Rakyat L.ierah Kabupaten Re;nbang

sebagai lembaga legisiatif drharapkan dapat r nendukung penyelenggaraan

pemerintahan Kabupaten llerrbang vang tertib sr-'suai dcngan perundang-

undangan yang berlaku;

bahwa dengan terpilihr,va Ang?ota DPRD masa'nkh 2014-2019

berdasarkan hasil pemilu 2014, rnaka Perat,rrar, DPRD Nomor O1 Tahun

2012 tentang Perubahan Perarrrran DPRD N,rmor 01 [ahun 2010 terrtang

Tata Tertib )ewan Perwakilan Rakvat Daeralr sudah tidak ses.rai .irgi,

sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarl.an pertirrbangan sebagaimana dimaksud pada hrtruf a

dan b maka perlu men*tapkaru Peraturan Dewan Perwakilan RaRyat

Daerah Kabupaten Rem iang tentang Tata T-.rtib Dewan Perwakilal

Ral<yat Daerah Kabupater Renrbang.

Pasal I ayal (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 2OA, Pasal 21, Patzt 228

Undang-Undang Dar;ar Neuara Republik lndonesra Tahun1945,

Undang-Undang Nomor :12 Tah,rn 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diub.-.,n oeberapa kali terakhir dengan L rdang-

Undang Nomor '12 Tahun 200d k)ntang Perubahan lledua atas Li rdang-

Undang Nomor 32 Tahrrn 2004 tent?ng Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 1i l-alrun 2011 tentang Penyelenggara pernrlrhan

Umum;

Undang-Undang Nomor 2 'lahun 
2011 tentang parlai politik;

Undang-Undang Nomor 8 l-ahun 2012 tentang pemilih.:n Anggota Dewa,l

Penvakilan Rakyat, Dew in Pen,rakilan Daerah dan Dewan perwak.tan

Rakyat Daerah ;

Undang-Undang Nomo, 17 Tahun 20 j,1 tentang Maletis

Permusyawaratan Rakyal, Dewan perwaktlan Rakyat, Dewan perwakilan

6.



Daerah, dan Dewan Perw:kilan Rakyat Daerah,

7. Peraturan [)emerinrah Norror 58 Tahun 2005 ten:ang Pe rgelolaan

Keuangan Daerah,

8. Peraturan Pemerintah Non:or 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan KeuanEan

dan Kinerja lnstansi Pemt:rinlah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Ta.run '2007 tentang l-aporan

Penyelenggaraan Peme;rntah Daerah Kepada Demerintah, l-aporan

Keterangan Pertangg u ng tawaba n Kepala Daerah, Lran lnformasi l-aporan

Penyelenggaraan [)emerintair Daerah l<epada Masy:rra.lat,
'10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 rentang Pedoman

Penyusunan Peraturarr Dewan Perwakila;r Rekyat D tera r t(j ntairg Tata

Tertib Dewan Penvakrlan Raky at Daerah.

3.{B I

KETEN:UAN UIIUM

F,a ;al 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yarg dimaksud dengan.

1. [)aerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah daerah adalah bul,aii dan perangkat daeral sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerail

al. Dewan Penivakilan Rakyat Daeralr yang selanjutnya oisebr.rt D,)RD adalah Dewa I

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatr;n Rembang.

4. Pimpinan DPRD adalai, Ketua dan VVakil-wakil l(etua Dl-'Uf Kaibupaten [lernbzrng

5. Kepala daerah adalah tsupati Rernbang.

6. Wakil kepala daerah adalah Wakil 3r.rpati Rembarg.

7. Bupati adalah Bupati Rembang.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Rupati Re.nban3.

9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Ter ,gah.

10. Pengadilan Negen adalah Pengadila I Negeri Rembang
'1 1. Komisi Pemi.ihan umum yang dis ngkat dengan KplJ ada'ah Komisi perniliharr

Umum Kabupaten Rembang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja iraerah 1,ang selanlutnya d;s,ngkat ,r,,pUD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

13. Fraksi adalah pengelompokan A nggora Dewan perwar<iran Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang mencer rinkan konfigurasr partai polrtik di KaL.irpaten

Rembang.

14.Bedan Kehormatan adalah alat keleng'(apan Dewan perwakilan Rakyat )aeralr
Kabupaten Rembang yang bersifar tstap dan dibenlr..,k ,)leh [.]ewan penrvakilan



Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

15. Badan Musyawarah adalah alat k(i,engkapan Dewan Perwakilun Rakyat Daer;i,t

Kabupaten Rembang yang bersifa tetap dan dibr:ntuK oleh Dewan Perwak,lan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

16. Badan Anggaran adalah alat kekrngkapan Dewan Perwakilar Rakyai Daerah

, Kabupaten Rembang yang bersifa tetap dan dibentu:( olen Dewan Perwaki,an

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

' 17. Badan Legislasi Daerah adalah alat i(elengkapan Dewan Pe nwal,ilan Rakyat Daeralr

Kabupaten Rembang yang bersrfat tetap dan dibentLrk oleh Dev,arr Perwakilar,

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

't 8. Komisi adalah alat kelengkapan Itewan Perwakilirn Ra], yat !aerair KabLrpaten

Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DervaD Perwak li r Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang.

't 9. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kabrpaten

Rembang yang berfungsi untuk mernperjelas tugas dal.rm ,nencatur mekanisnre

kerja anggota DPRD yang ditetapkan <-rleh dan untuk Kepentingan i,rtr-.rn anggota

20. Kode Etik Dewan Peruvakilan Rakyut Daerah yang sclrrrlutn,/a d.sebr,r Kode !.trk

adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD s.rlarna menlalankan

tugasnya untuk menjaga martabai, kelrorrnatan, citra dan krecjrL,rlitas

2'l . Awal Tahun Anggaran adalah bulan Jrrnrrari.

EA.B II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, FIINGSI, TUG,\S,

WEWENANG, }IAI( DAN KEWAJIB qN

Bagian Kesatu

Susunan, Kedudukan dan Keangoo.aan

9asal 2

DPRD masa bakli 2014-2019 terdiri ata,j anggota partai pol.tik peserta pemilihan umurr
yalrg dipilih melalui pemilihan umurn tahun .2014.

. 
pasal 3

. DPRD merupakan lembaga terwakilan rakyat daerah dan b,erl.edudrrkan sebaoar lnsur
r penyelenggara pemenntahan daerah kabupaten.

P.rsal 4
(1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empeit putuh lima) orang.
(2) Keanglgotaan DPRD diresmikan clengi n ke;.,utur;an gubernur sesriai dengan laporan

komisi pemitihan umum yang djsampaik;-.r melalui bupati.
(3) Masa jabatan anqgota DPRD adalah 5 ('ima) tahun terhitung rnutai tanggat pengpcaparl

sumpah/janji anggota DpRD dan ber..rkhir oada saat anggota DpRD yanr; bartr
mengucapkan sumpah/janji.



(4) Anggota yang baru sebagaimana dimaksuo pada ayat (3) nr:nguc.,pkan sLinrL-,alr l.rrJr

bersama-sama bertepatan pada tang.Jal berakhirnya masa labaiar 5 (limar tahL.,,r

anggota DPRD yang lama.

(5) Dalam hal terdapat anggota DPRD ya,rg baru ticiak dapat nrengrcapl'.an surnpi:h/janlr

bertepatan dengan berakhirnya masa je,batan 5 (lima) tahur, .lr3gota DPRD yang lanra

. ,asa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir cersamaan de rgan masa jabatan

anggota DPRD yang mengucapkan sumpa,i/.janjr secara be;-sa ma- sa ra.
(6) Dalam hal tanggal berakhirnya masa je batan arrggota DPRD yatuh pada h?ri libur ata,.r

hari yang diliburkan, pengucapan sumpeih/janji dilaksanakan ha,.ri b -.rikutnya sesudah

hari libur atau hari yang diliburkan dimal.srrd.

F asal 5

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengu{lapkart rr.lrnpah/janji secar.:

bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri datanrapat paripurrra

istimewa DPRD.

(2) Dalam hal ketua pengadilan negeri bernalangan, pengucapan sur,rpah/1anji anggota

DPRD dipandu oleh wakil ketua pengacjilun negeri.

(3) Dalam hal wakil ketua pengadilan neger sebagaimana dimaks ud pada ayat (2)

berhalangan, pengucapan sumpah/.1anji anggola DPIID dipandu oieh hakim sen or pada

oengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketLra pengadilan negeri

(4) Hakim senior sebagaimar,a dimaksud pada ayat (3) a,jatah hal(in, yanq memjliki
pangkav golongan ruang yang tertinggi di penga'diran neger'i yang be.sanjkutan

(5) Anggota DPRD yang berhalangan meng.rcapkarn sumpah4an,i sebi ga,ma,ra dimaksu.j
pada ayat (1), yang bersangkutan meng,rcapkan sumpah/janji drpandu oleh ketua atau

wakil ketua DPRD dalam rapat pariprrrna,stimewa DpRD.

(6) Anggota DPRD pengganti antaMaktu ,sebelunr rnemangku labatan.ya, mengucapka,r

sumpah/janji yang dipandu oleh P.etua i,tau v;akil ketua DPRIJ dala n rapat paripu-na

istimewa DPRD.

p;,su I 6

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DFRD seoagai,nan- d,maksud dalam pasal 5,

. didampingi oleh rohaniwan sesuai denga. agama masing_rrasrng.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji seoagaimana trimerksud pada ayat (1), anggota DpRD
' )'ang beragama:

a. lslam, diawali dengan frasa ,,Den 
i Allah,,;

b. Protestan dan Katorik, diakhrri dengan rrasa 'semoga TL,han menorong saya,,;
c. Budha, diawali dengan frasa',Denri l-ryang Adi Budha,,, rJa,r

d. Hindu, diawali dengirn frasa,,Orn F,tah par;,rnawisesi:,,

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpr h/ji.rn1i, ang3ota DpRD menandatangani b€ rita
acara pengucapan sumpah/janii.



F asa I 7

Sumpah/janji sebag.limana dimaksud dalar r Pasal 5 adalah sebagai berikut

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berja,rji.

bahwa saya akan memenuhi kewajiban s;ya sebagai anggota /ketr,a /wakil ketua De\^/an

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ren,bang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

sesuai dengan peraturan perundang-unda 19an, o€)ngan berpeco:nan pada panca,;ila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik lnlcnesia TahLrn 1945,

bahwa saya dalam menjalankan kewajiba r akan t>ekerja dengan srrn3guh-sunggur, denri

tegaknya kehidupan demokrasi, serta m,rngu'"amal. an ke:entingan :angsa dan negara

daripada kepentingan pribadi, seseorang, can golor,gan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasr rakyat yang saya r'/akiii untuk mewujudkarr

tujuan nasional demi kepentingan bangsa can ncg€lra kesatuan RepLrblii< lndonesia.'

Bag;a n Kedua

Fungs dan Tugas

F asll 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

a. legislasi;

b. anggaran, dan

c. pengawasan.

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hr-rruf a diwujLrdkan dahnr
membentuk peraturan daerah bersama kepala claerah.

(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 11) hurr-rf b, ilrw,rlucikan dalanr

membahas dan menyetujui anggaran penciapatan dan belanla daer lh bersama kepals

daerah.

(4) Fungsi pengawasan sebagarmana dimal.sud pada ayat (1) hr-rru, c d wujudkan dalarn

mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan ApBD.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksuc: pada ayat (1) crjaranka r ,lalarn kerang;ka

representasi rakyat Kabupaten Rembang.

Pa ;al 9

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenanfll

a. membentuk peraturan daerah bersama kepala daerar^..,

b. membahas dan memberikan pe;setujuan rancalg3n peraturarr ci.:erah mengenar
APBD yang diajukan oleh kepal,: dacrah;

c. melaksanakan pengawasan terhadap petaKsanaan l.-:a:,.rran daerah da.r ApBD,
d. mengusulkan pengangkatan dan/atau penrberhentran kepaltr Jaerah dantaraL

wakil kepala daeratr kepada menteri clalam negeri melalui gubertrur uniLrk

mendapatkan pengesahan pengar. gkatan dan./atau p,emberhentian,



.l

e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala

daerah;

f. memberikan pendapat dan pertirnbalgan kepada cemerintarh daerah terhadap

rencana perjanjian irternasional oi daerah ;

g. memberikan persetujuan terhar,ap ren:al)a kerja sama internasional yang

dilakukan oleh pemerintah daerah ;

h. meminta laporan keterangan pertanggungiawabarr kepala daerah dalattr

penyelenggaraan penrerintahan ( aerah;

i. mernberikan persetujuan terhada.l rencana kerja sama Cengan daerah lain atau

dengan pihak ketiga yang membcbani nrasyarakat dan daerah,

j. mengupayakan terlaksananya 'lewa.iibrrn daerai, sesuai dengan kelentuan

peraturan perundang-undangan; Can

k. melaksanakan tugas dan wewer ang lain yang diatur dalam kerentuan pe.atur,rn

perunda ng-u ndanga n.

(2) Pemilihan wakil kepala daerah dilakul an c.rletr DPRD sebagaimanar dimaksur! pada

ayat (1) huruf e apabila masa jabatan waki' kep:,la daerah masih tersisa 1B (Celaparr

belas) bulan atau lebih terhitung sejak keltosongan jabatan wa(il buoari

(3) Perjanjian internasional sebagaimana C,maksuci pada ay,at (1) huruf f adalah perlaniran

antara pemerintah dan pihak luar neger i yang berllaitan dengan kenentingan daerah.

(4) Kerja sama internasional sebagaiman; dimaksud pada ayat (t ) h. ruf g adatah kerla

sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sapa
propinsi, kabupaten "kembar", kerja :;ama teknik termasuk bantr.?n kemanusraan,

kerja sama penerusan pinjaman/ hibah ker.1a sama penverlaan modal, dan kerja sama

lainnya sesuai dengan ketentuan peratrlran perundang--rndangan

Bagian Ketiga

Hak cjan Kewajiban

Pasal 10

DPRD mempunyai hak:

a. interpelasi,

" b. angket; dan

. c.menyatakan pandapat.

Pasal 11

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksu: dalam Pasal 1O rru-uf a adala:r hak DpRD urrtuk
meminta keterangan kepada bupati meng3nai kebijakan l)erT,(jrint?n kaburpaten yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kel)rdLroan her nasyarakat dan
beinegara.

(2) Hak angket sebagaimana dimaksud dal; m l)asal 10 hun.rf b adi,lah hak DpRt untuk
melakukan penyelidikan terhadap kebilakan penre'intah kabupalen yang pentrng da I



trategis serta berdampak luas pada ketridupan masvaraP.at, daerai,, rlan negara yang

diduga bertentangan dengan ketentuan p,e.aturan perundarg-undangan.

(3) Hak menyatakan pendapat sebagai'nani: drmaksud dalam Dasal 13 h rrr.rf c adalah hak

DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan b;ptrti atar n rengenai kejadiar

. luar biasa yang terjadi di daerah disert;:i dengan rekomendasi pen1,e lesa ia nn ya atau

: sebagai tindak lanjut pelaksan aan hak i,rterpelasi dan hak angket.

t Parag raf 1

Pelaksanaan Hak lnterpelas i

Pasal 12

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksuc oalam Pasal 11 ay at (1 ) oru;utkan oleh pating

sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPFID da,n lebih dari 1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disarnpaikan kepada Pi'npinan DPRD, yang

ditandatangani oleh para pengusul dan Jiberikan nomor pokok oleh serretariat DPRD

(3) Usul sebagaimana dimaksud paJa ayi't (2), disertai dengarr dokumen yanE memuat

sekurang-kurang nya:

' a. materi kebijakan dan/atau pelal:s.anran kebijakan pernerintah daerah yang aka:r

dimintakan keterangan; dan

b. alasan permintaan keterangan.

Prrsat l3

(1)Usul sebagaimana dimaksud daram Pasal 12 cleh pjmpina,r DPRD Cisampaikan padtr

rapat paripurna DPRD.

(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebaEai,narra cJi,rraksud pa(la ayat ( l), para pengssLrl

diberi kesempatan menyampaikan penielasan ,isan atos usul permintaan keterangan

tersebut.

(3) Peml:icaraan mengenai sesuatu usul nrenrinta keterangan dilakukan dengan memberi

. kesempatan kepada:

a. anggota DPRD lainnya untuk mernberikan pandangan melalui fraksi, dan

b. para pengusul membe rikan jawaIan atas pandangan para angoota DpRD
' (q) Keputusan persetujuan atau penolakan tdrhadap usul permintaa,r kelerangarr kepaoa

-' kepala daerah ditetapkan dalam rapat pirnpurna.

(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum mernperoleh keputusan, para pengusul

berhak menarik kembali usulannya.

(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Dasal 12 manjadi hak rnterpelasi DpRD apabila
mendapat persetujuan dari rapat parrpurn;. DPRD yang dihadiri leb h dari /z (salU per

dua) jumlah anggota DPRD oan putusan liambil <Jengan persetu.luar', tebih dari lz (salu
per dua) jumlah anggota DpRD yang haorr



Pasal 14

(1)Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penJelasar ier,ulis terhadap permintaan

keterangan anggota DPRD sebagarnrana Jimaksud dalerl Pa:al 13, dalarr ralrat

paripurna DPRD.

(2) Apabila kepala daerah tidak dapat radir untuk menberika,r p,enjelasan tertLrlis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), k-,pala daerah menr. gaska:n pejabat terka,. untuk

mewakilinya.

(3) Setiap anggota DPRD dapat mengelukan pertanyaan rr:as pelela,,an tertujis kepata

daerah sebagaimana dimaksuci pade ayat (1).

(4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksu 1 pada ayat (2),

DPRD dapat menyalakan penJapatnya

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaks;d pac:a ayat (4) disampaikan secara resrri

oleh DPRD kepada kepala daerah.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas oe,rjelasan rertulis kepala cae-ah sebag aimana

dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuii DpRD catam pelaksanaan rungsi

pengawasan dan untuk ke pala daerah dijarlrran bahan d;rlam penetapan pelaksanaan

kebijakan 
p a.agraf 2

Pelaksan;:n Hak Angket

Pi sal 1.5.

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud da'i,m Pasal 10 huruf b drusulkan oleh palng sedikit
. 7 (tujuh) orang anggota DpRD dan tebit- dari .1 (satu) fraksi

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat 11), disampaikan kepada pimpinan DpRt,, yang

ditandatangani oleh para pengusul dan r iiberrkan notnor pokok oleh sekretarrat Di)RD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ciisertai dengan dokumen yang memrat

sekurang-kurang nya:

a. materi seoagaimana dimaksud dr lam pasal 11 ayal (2),

b. alasanpenyelidikan.

P;,sal 16

(1) Pembicaraan mengenai usur penggunaar. hak angket, drrakirkan Llengan nremoe.kan
kese'npatan kepada anggota DPRD lainrya Llnluk memtJerikan tangqapan nlelair,i fraksr
dan selanjutnya pengusul memberikan j,,waban a,!as tanggapan anguota DpRD

(2) Kepuiusan atas usul melakukan penye,idikan terhadap kepali, daerah dapal disetL,lui
atau ditolak, ditetapkan dalam rapat pari:rurna DpRD.

(3) Usul melakukan penyerjdikan seberum rrrernperr:reh keputr,rsan DpRD, pengus,-rr berhak
menarik kembali usulnya.

(4) Apabila usul melakukan penyelidikan d set,rjui sebagar permrntaan l)enyerrdrkal. DpRD



menyatakan pendapat untuk melak(lkan penyelidik?rl dan menyampaikannya

resmi kepada kepala daerah

(5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 manjadi lrak angket DPRD

mendapat persetujuan dari rapat paripuirta DPRD yang dih:rdiri ;atirrg sedikit

per empat) dari jumlah anggota DPRD darl puttlsar' diambil CenJ;ln persetuiuan

sedikit % (dua per tiga) dari jumlah arggola DPRD yang hadir

secara

ape bila

% (ti}a

pa ling

PiisJl 17

(1) DPRD memutuskan menerima atau mer,r rlal: usul hak angket sebaga;mana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf b.

(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak arrgket seLagaimana drn,aks rd pada ayat (1),

DPRD membentuk panitia angket yang trlrdiri atas semua unsuT fraksi DPRD c engan

keputusan DPRD.

(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dim'rksud 1 ada ayat (1) usul

tersebut tidak dapat diajukan kembali

Pasa I 'l 3

(1) Panitia angket DPRD sebagaimana JLmaksud dalam Pasal 17 ayal (2) dalam

rlelakukan penyelidikan sebagaimana, Pasil 11 huruf b d.rpat memanggil pejabat

pemerintah kabupaten, badan hukum, ata.r vrarga rnasyarakaf di kabupaten yang

diangg;tp mengetahui atau patut mengetahui masalah yanU diselidik' untuk memberikan

keterangan serta untuk meminta menurrjul.kan surat atau dokurren yang berkaitan

dengan hal yang sedang d,selidiki.

(2) Pejabat pemerintah kabupaten, badan hukrrrn, atau warga masyarakat di kabupaten

yang dipanggil sebagaimana d,maksud .tada ayat (1) wajib me menuhi panggitan DPRD

kecuali ada alasan yang sah menurut pe'aturarr perundang.urrdangan

(3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupa,en, l-adan hukum, atau warga masyarakat or

kabupaten telalr dipanggil dengan r.)trrt secara berturut-turut tidak mernenuhi

panggilan sebagaimana dimaksud pa:.la a 1al (2), DPRD Japat memanggil secara

paksa dengan bantuan Kepolisran i.legara Republik lndonesia sesUai rjenqan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa i 't 9

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimane dimr,ksud dalan Pasat 1O hrrruf b rJiterinra oleh

DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD :nenyerahkan penyelesaiannya iiepad: r

aparat penegak hukum sesuai ketentuar perijturar, perundang-unciang;rn.

(2) Apabila hasil penyidikan kepala daerah Jan/atau v,akil kepala c-rr:rah berstartLrs sebagai

terdakwa, Menteri Dalam Negeri merr berhenrr<an sernent;'ra bupati dan/ataL: wirkil
bupati dari jabatannya.

(3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala rjaerah berdasarkan grurusan pengadilan



yang telah memperoleh kekuatan hukurn tetap dinyat,:kan terbukti .:ersalah melakukan

tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau, lebih, D P,1D mengusr-rlkan

pemberhentian bupati dan/atau wak,l bupatr dari ;abatartrry:r krrfri cja Mcntcrr Ui.tl:rnt

Negeri.

Pasal 20

Panitia angket melaporkan pelaksanaar tugasnya kepada rapat paripuina DFRD paling

lama 6O (enam puluh) hari sejak dibentLrl.,nya palitja angket

Pa ragraf 3

Pelaksanaan Hak Menyatakan pencta pat

Pat al 21

(1) Hak Inenyatakan pendapat sebagajna,ra dimaksud dalar I Pasal 1,1 huruf c diusulka,r

olet' paling sedikit 10 (sepuluh) orang a.ggota DpRD dan ..:iir darr .l (satu) fra <sr.

(2) usul sebagaimana dimaksud pada ayal 11)drsampaikan k,:pada pirrp nan DpRD, yang

ditandatangani oleh para pengusul tjan diberi nc mor pokok oleh sekrerariat DpltD
(3) {Jsul sebagaimana dimaksud pada ayal (1) disertai den-qan dokL,rnen yang memLrat

sekurang-kura ng n ya:

a. materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayai /3) atau

b. materi hasil pelaksanaan hak inte.pelasi sebagaimana drnraksud dalam pasal 14

atau hak angket setagaimana Cinraksud dalam pasal 19.

Pasal 22

(1) Usul pernyataar, pendapat sebagaima.ra dirnaksud dalam pasal 21, oleh prmpinan

DPRD disampaikan dalam rapat paripu;aa DpRD setelah mendapat pertimbangan darl
Badan Musyawa 'ah.

(2) Dalam rapat paripurna DpRD sebagai:,.rana ,l,maksud ;r.di, ayat (1), pata pr.ngust,i
diberi kesempatan memberikan penjerasan atas usur pern, ataan pend:pat tersebut.

(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DpRD mengenai usur perr,yataan pendapat
dilakukan dengan memberikan kesempatan kepaoa:

a. anggota DPRD lainnya untuk me,rben<an pandangan ,nelalui fraksi
b. kepala daerah untuk memberikan perrdap:t, dan

c. para pengusul memberikan jawaban alas p;,ndangan para anggota dan penriapar
kepala daerah.

(4) Usul pernyataan pendapat seberum m-:mperorr-,h r<epuiusan DpRJ, pengussr Derhak
menarik kembali usulnya.

(5) Rapat paripurna DpRD memutuskan m€,rerama at::u menorak usL,r pe, nyataan pendapai
tersebut menjadi pendapat DpRD.

(6) Apabila DPRD menerima usur pernyataa r pendapat, keputusan .)pRD memuat
a. pernyataanpendapat,
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b. saran penyelesaian n ya; dan

c, peringatan.

(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatak.rn pendapat LPRt-.t

apabila mendapat persetujuan dari rap, t pariptrrna DPRD yang dihadi'i tr,airng secjikit 7.

(tiga per empat) dari .lumlah anggota DPRD cran putusarr dramb I delgan persetuJuan

paling sedikit % (dua per trga) dari juml,:n ar,ggota DPRD yang hadir

Paragraf 4

Pela ksa naa n Hak Anggota DPRD

Pasal 23

Anggota DPRD mempunyai hak .

a. mengajukan rancangan peraturan daerah,

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapal;

d. memilih dan dipilih;

e. rnembela diri,

f. imunitas;

g. mengikuti orientasi dan pendalarna'., 1ugBS,

h. pr,:tokoler;

i. keuangan dan adminisrratif ; fl3n

j. menerima dokumen bahan pembah:rsan Jan hasii akhir pembahasi n setela!h

disahkan.

P rsal 24

(1) Setiap anggota DPRD menrpunyai hak r'nengajukan rancangan peraturan daerah

(2) Usul prakarsa sebagaimarta dirnaksuo pada ayat (1), disarrrpaika,r kepada prmpinan

DPRD dalam bentuk rancalgan peratu13n daerah disertai penleiasan secara tertrlis Can

diberikan nomor pokok oleh sekretarjat | ,pRD

(3) Usul prakarsa sebagaimana drmaksud pada ayat (2) oleh pimprnan DPRD disanrpaikan
pada Sadan Legislasi Daerah untuk dila, uka I pengkajian

' (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Le- islasi Daerah, pimpinan menyampatkan l(el)adl

u taPat PariP'J1n3 PPPP.

(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul jiberi kescmpatan menrberikan penjelasrrn ata:
usul sebagaimana dimaksud pada ayal t2).

(6) Pembicaraan mengenai sesuatu USrrl p"akarsa dilakukan dengan memoerikan
kesempatan kepada:

a. anggota DpRD lainnya untuk me,nberikan pandangan,

. para pengusul memberikan jav,aban atas pandangar) para anggota DpRt)
lainnya.
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(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan m.:niadi f;akarsa DPRD, para 1;etrgtrstrl br:rhirk

mengajukan perubahan dan/atau me,lcirbutnya i(embali

({J) Pembicaraan memutuskan menerima ati,u merrolak usul prakarsa menjadi prakarsa

DPRD, diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau r,tenolak usul prakarsa

menjadi prakarsa DPRD.

(9) Tata cara pembahasan rancangan pe'aturan daerah atas prakarsa DPRD mengikLtti

ketentuan yang berlaku dalam pembahlsan rancangan peraturan daerah atas prakars:l

kepala daerah.

Prsal 25

(1) Setiap anggota DPRD dapat meng? tukan pertanyaan kepada pen erintah daerirh

berkaitan dengan fungsi, tugas dan we'tenarrg DPRD baik secara lisart maupun Secara

tertulis.

(2) Jawaban terhadap pertanyaan anggot,r DPRD sebagarrnana dimaxs'rd pada .ryat (1),

diberikan secara lisan atau secara telulis dalarn tenggang wak Itr yang di:;epakat,

bersama.

Pasa I 26

.' (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPFiD berhak mengajL,kan gsrl dar pendapat

kepada pemerintah daerah maupun keparJa pimpinan DPRD

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dirnaksuci pada oyat (1), disar,rpaikan dengan

memperhatikan tatakrama, etika, moftrl, sopan santun dan kep.rtJtan sesuai (lengan

kode etik DPRD.

P asal 27

Setiap anggota DPRD berhak untuk menr lih Can dipilih mcnj:,r ji a,rggota atau pimpinan dari

alat kelengkapan DPRD sesuai dengan peraturan porundang-trndangan.

Pasal 28

(1) Setiap anggota DPRD berhak membe la drri terhadap dr.rgaan pela,rg!aran terhadap

etentuan peraturan perundang-undangan, kode et'k dan Peraturan l-ata Tenib DPRD.

(2) Hak membela diri sebagaimana dirrrak;ud pada ayat (1) Jilakukan sebelrrrn

. pengambilan keputusan oleh Badan Ke\()rmatan.

Pi'sal 29

(1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut d' de.pan pengaditan karena pernvataan, pertanyaan

dan/atau pendapat yang dikemukakarr ya baik secara lisar, maupL,r'r tertulis di dalam

rapat DPRD maupun di luar rapat DF RD yang berkaitan dengar fungsr. tugrs dan

wewenang DPRD.
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(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarw.rr<tu karena pernyataan, pertanyaan <lan/atau

pendapat yang dikemukakannya baik oi dalanr rapal DPRD maupun di luar raptrr DPRD

yang berkaitan dengan fungsi, tugas dart weurenang DPRD

(3) Ketentuan sebagatmana dimaksuC pad:-t ayal (1) tidak berlakt' dalam hal anggot'- Dl'lllJ

yang bersangkutan mengumumkan m..teri yang telah rjisepakati dalam rapat ,ertrtt p

untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaks'rd dalam ketentuan rnengenai ral,;sia

negara sesuai dengan ketentuan peratu'en pert,ndang-undangan

Plsal 30

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk m..:ngikuti or,entasi pelaksa raan tttgas sebagai

anggota DPRD pada permulaan mas,' jabatannya dan rnengikLrti pendalaman tLI(..s

pada masa jabatannya.

(2) Anggota DPRD melaporkan hasil p,)laksanaan orientasi da;r p-.ndalanran tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD Jan kepada prmpinan

fraksinya.

(3) Penyelenggara orientasi sebagaimana dinraksud pada ayal (1) dapat diiakukan oleh

pemerintah, pemerintah daerah set?mF at, sekretariat DPRD, panai poirtik atau

perguruan tinggi.

Fasal 31

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri

dalam peraturan pemerintah.

Parrgraf ;
Kewajiban Anggcta DPRD

Pasa I 32

Anggota DPRD mempunyai kewajiban.

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar i,legzrra Republik lnoonesi-, Tahun 19.15, darr

mentaati peraturan perundang-u nda, nga n;

c. mempertahankan dan memelihara kcrukunan nasional da I keutuhan I'legara

Kesatuan Republik lndonesra,

d. mendahulukan kepentingan negara dr atas kepentingen pribarr , kelompok oan
golon g a n,

e. menrperjuangkan peningkatar kesejalrteraan rakyat;

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelerggaraan pem jrintahan daerah,
g. menaati tata tertib dan kode.,tik,
h. rnenlaga etika dan norma dalam hL,f,ur,gan kerja de ngan lembaga lain dalam

peny elenggaraan pemerintahan daerah,

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstiruen melalui kunjungn kerja secara
berkala;



j. menampung dan menindaklanjuti asp irasi dan pengadue,n masyarakat;

k. memberikan pertanggu n(ljawaban secara moral dan Folitis kepada konstiiuen d.

daerah pemilihannya;dan

L Mengikuti Upacara Resmi Pemerinlah Kabupaten Rembang meliputi,

a. Upacara Hari Ulang Tahun ( H -J i ) Kenerdekaan Republik lndonesra ;

b. Upacara Hari Jadi Kabupaten R.,,rbang.

BAB III

FRAI(SI

P:rsal 33

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fur,gsi, tugas dan wewenanS; DPRD serta Lak clan

kewajiban anggota DPRD, dibentrrk frak';i sei>agai wadah berhimpurr anggota DpRD

(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi an.rgota salatr satu iraksr

(3) setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sarna dengan iumlah kcmrsi c,

DPRD.

(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai kete.rt'.ran sebagainrapa

dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membernuk 1 (satrr) rraksi.

(5) Dalam hal partai politik yang jumtah anggotanya di DpRD tidak m-.menuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggotanya dapat bergabur,g ciengan fraksi yang

ada atau membentuk fraksi gab,ungan.

(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partaipo itik yar,g memenLnr persyaratan sebagaimEna

dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk f aksi gabungan yarrg lumlahnya paring canyak Z

(dua) fraksi gabungan

(7) Partai politik sebagalmana dimaksud pirda avat (4) dar, ayat '5) lrarus mencjudlkkan
anggotanya dalam satu fraksi.

(8) Pembentukan fraksi sebagaimana dirr,aksud pada ayal (4), ay at (5) dan ayat (6)

dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalarn rapat paripurna DpRD
(9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rJpat :aripurna sebagairnana d;rnaksud pada ayal

(8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DpRD

(10) sekretariat DPRD menyedrakan sarana, anEgaran, dan tenaga ahrr quna kelancaran
pelaksanaan tugas fraksi sesuai den,Tan kebutuhan d-r dengan rnemperhatikan
kemampuan APBD.

Pasal 34

(1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pa;al 33 ,nempunyai sei.r:tarra. fraksi.
(2) sekretariat fraksi sebagaimana dimakstrc pada ayal (.1) nrempurrya, tugas mer,rbantu

kelancaran pelaksanaan tugas fraks j.

(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana,J,maksrrd p3da ayat (2) d::ed,akan sarana dan
anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan App,D
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(4) Sarana sebagaimana dimaksud pade ayat (3) adalalr al:rt tLrlis kantor dan alat

kelengkapan kar,tor, tidak termasuk s;at,na mobilitas.

(5) Anggaran sebagaimana dimaksud ?ala ay.\l (3) adalah !(ebutuh. n belanja untuk

. menunjang kegiatan rapat fraksi dan kcbutuhe.n kesekretar iata n.

, Oasal 3g

(1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam rrasal 33 dibanlu oleh 1 (satu) orang tenaga

. ahli.

(2) Tenaga ahli sebagaimana (iimaksud pa(.a ayzl (1) paling sedikit mertenuhi persy,:ratan:

a. berpendidikan serenda h-rendah r, 7a strata satu (S l ) d,:,rgar , pengalamarr kerja

paling singkat 5 (lima) tahun, str ?ta dua (S2) dengan pengalaman kerja paling

singkat 3 (tiga) tahun, atau str,rta tiga (S3) dengan pengalaman kerla paling

sedikit 1 (satu) tahun;

b. nrenguasai bidang pemerintahan,

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

pa sal 36

(1) Pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yangr dipitih dari o: n oleh

anggota fraksi.

(2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk se,baga imans dimaksud oada ayat (1), ditaporkan
. kepada pimpinan DPRD untuk diumumk.ln dalanr rapat pariourna

(3) Fraksi-fraksi DPRD adatah:

a. Fraksi Partai Persatuan pembangunan;

b. Fraksi Demokrat;

c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,

d. Fraksi Partai Gerakan lndonesia l.iaia;

e. Fraksi Partai Demokrasi lndonesi;r perjuangan Nasdem,

f. Fraksi Karya Sejahtera;

g. Fraksi Harapan;

BAts IV

ALAT KEL.EIIG}(APAN DPRD

, Bagitn Kesatu

IJrnum

Pasal 37

(1) Alat kelengkapan DpRD terdiri atas:

a. pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Legislasi Daerah,
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e Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan dan

g. Alat kelengkapan lain yang diper ukan dan dibent'lk olei' rapat paripurna.

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagainrana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif

dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kele rgkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagirn t(e d ua

Pirnpinan

Pasal 38

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang'vakil ketua

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud padi: aya, (1) l.rerasal dari oartai oolitik berciasarkan

urutan perolehan kursi terbanyak di DP:?D.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yan.3 berasal dari partar politik lang memltero'eh

kursi terbanyak pertama di DPRD.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (sat,r) lartai politik yang men,peroleh kursi terbanyak

pertama sebagaimana dimaksud pada eyal (3), ketua DPRD ia,ah anggota DPRD

yang berasal dari partai politik yang menperoleh suara terbanyak

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) F,arta j politik yang memperlt.jh suara terbanyai.

sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentLan <etua DPRD dilakukan

berdasarkan persebaran wilayah perokjhan suara partai polrtrK yJng lebih luas secara

berjenjang.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) rartai politik yang n-e:rperoleh kursi terbanyal'i

pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil keLr-ra DpFtD ialah anggota

DPRD yang berasal dari partai polit k yang mernperoteh suara teroanyak kedua,

ketiga, dan/atau keempat.

(7) Apabila masih terdapat kursi wakil LetL,a DPRf yang b --lLrn terisi sebagarrnana

dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakrl ketua cliisi oleh 3nggoter DpRD yang berasal

dari partai politik yang mer:rperoleh kurs, terbanyak kedua

(8) Dalam hal terdapat lebih cJari 1 (satu) partai oolitik yang riemperoleh kursr teroanyak

kedua sama, wakjl ketua sebagzrirnana dimaksucj paoa .rlart (7) ditentuk;rn

berdasarkan urutan hasil peroleharr s uara terbanlrak

(9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) 1:'artai politik yang ;rrenperoteh kursr rerbanyak

kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakir ketua DpRt-.r

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilal<ukan berdasarkan persebaran rvilayatr
perolehan suara partai politik yang lebrh luas secai: L,erjenjang.
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Pasa I 39

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalanr I)asal 3t ayat (1) beltrm

terSentuk, DPRD dipimpin oleh pimpirran sernentsra D;',RD dengan trrgas pokok

memimpin rapat DPRD, memfasilitasi ponrbentukan fraksi, rnemfasilitasi penyusunetn

pgraturan tata tertib DPRD, dan memroses, penetapar pimpirran DPRD detlnitif

(1) Pimpinan sementara sebagarmana dimaksucj pada ayat ( 1 ) terdi.-i atas seorang ketua

dan seorang wakil ketua ,/ang berasal dari dua partai politirr yanq memperoleh kursi

terbanyak pertama dan ke iua di DPRD.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai polit;k YOn=r ,",r,r"toreh terbanyak sama,

ketuar dan wakil ketua sementara t-rPl'lD critentukan se rara rnusy?warah oleh wakil

partai politik yang bersangkutan.

(3) Dalam hal musyawarah sebagaiman--,' dimaksud pada ayat (3) t jdak mencap ri

kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal Jari partai politi<

berdasarkan urutan perolehan suara dalan, p-'milihan umum.

Pirsal ,10

('l) Partai politik yang berhak mengisi rursi pinrpinan DPRD sebagaimana dir,raksud

dalam Pasal 39 ayat (1) rnenyampaikar 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD <epada

pimpinan sementara DPRD untuk diu, ruml.an dan ditetapkan dalam rapat pariprrrrra

DPRD sebagai calon pimpinan DFRD.

(2) Penyampaian 1 (satu ) orang calon p npinan I-- PRD oleh partai poiitik sebagaim.na

dimaksud pada ayat (1) secara admir,r;tratif ditarrdatangani oreh kelua dan sekretars

partal politik atau jabatan lain sesuai dengan AD/ART paca partai politik setempat/

sesuai dengan tingkatan wilayahnya tr3rus s€suai dengan rekomendasi dewan

pimpinan pusat partai politrk yang bersrng,(dtan.

(3) Dalam hal penyampaian usul calon 1ri6p1n6n DPRD yang diajukan oieh pimpinan

partai politik setempaV sesuai dengar tingkata;r wilayahnya sebagaimana dirnaksud

pada ayat (2) berbeda dengan iekornr.lndasi dari dewan pimpinan :usat partai yangr

bersangkutan, yang berlaku adalah cal )n anggota DPRD yar,g direko'nendasikan oleh

dewan pimpinan pusat partai yang bers 3ngkutan.

(4) Pimpinan sementara DPRD menyrnrpail(an nama calon p mpira,-r DPRD kepada

gubernur melalui bupati untuk diresmik tn pengangkatannya.

(5) lstilah "melalui" sebagaimana dimalis,rrJ paCa ayat (4) drrnaksLrrlkan bahwa bupari

hanya meneruskan keputusan DPRD yarg ditandatangai oleh pi npinan sementara

DPRD.

(6) Apabila bupati tidak meneruskan kepL rusan DPRD tersebLrt se-raJaimana dimakssd
pada ayat (5), pimpinan sementara DPRD dapat langsung mengusulkan peresmran

pengangl<atan pimpinan DPRD kepada gubernur.
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Pasal 41

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) sel.elum mernangku

jawabatannya mengucapkan sumpah/ja rji di gecjurrg DPRD se:e.np3t yang dipandu

oleh ketua pengadilan negerr.

(2) Dalant hal pengucapan sumpah/janj, di gedung DPtID setemlrat sebagarrr:ana

dimaksud pada ayat ('l) karena alasan tertentu tidak dapai dilaksanakan, penggcapan

sumpah/janji pimpinan DPRD dapat d,la .rs.lnakan di tempr rt larn

(3) Dalam hal ketua pengadilan negen sebagaimana lir,raksud pada ayat (1)

berhalangan, pengucapan sumpah/janlr pimpinan DPRt) clipandu :leh wakil ketu.:

pengadilan negeri.

(4) Dalam hal wakil ketua pengadrian rregeri sebagaimana tlimaksu I pada ayat (3)

berhalangan, pengucapan sumpah/jar,1i prrnpinar, DPRD dipandu oleh t'rakim senior
pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ket.ra pengadilan negeri

Pasal 42

(1) Pimpinan DPRD rnempunyai tugas :

a. memimpin sidang dan menyrmpLl:h.an hasil srderng r.rntuk diambil keputusarr,

b. menyusun rencana kerja dan m,:ngacakar pembagian I erja anlara ketua dan

wakil ketua;

c. melakuka.r koordinasi dalam u1 :rya menyinergikan pela[<sanaan agenda da,t

materi kegiatan dari alat kelengl(a!,an DPRLT;

d. menjadi juru bicara DPRD;

e. melaksanakan dan memasyarak:rfl<an keputusan DpRD;

f. mewakilj DPRD dalam hubungan'rya dengarr lembagai inslansi lainnya,

g. mengadakan konsultasr dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/ nstansi

lainnya sesuar dengan keputusan DpRD;

h. mewakili DPRD di pengadilan,

i. melaksanakan keputusan DpRD berkeraarr dergan penetapan sanksr arau

rehabilitasi anggota sesuai dengan l(e{entuan peraturan peru.rd ang-undangan;
j. menyusun rencana anggaran ber;ama sekretariat DpRD yana pengesahannya

dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k. menyampaian laporan kinerja pirnpinan DpRD dalan. rapat DF,RD yang khur;us

diadakan untuk itu.

(2) Dalam hal salah seorang pimpinan DpllD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga
puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk m:r entukan salah satu
pimpinan DPRD untuk melaksanak? .t tugas pimpinan DF,RD ya,ng berhalangi,,
sementara sampar dengan pimpinan yang bersangkutari dapat meraksanakan t:gas,
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(3) Berhalangan sementara sebagaiman.r dirraksud pada ayat (2) adalah situasi dan

kondisi yang menyebabkan unsur p,nt2inan DPRD tidak dapai nrelaksanakrn

tugasnya;

(4) Tidak termasuk berhalangan sernentara sebagaimarra dimaksud pada ayat (2) apabila

anggota pimpirran DPRD dikenai sanksi pemberhentian semen(arr iebagai anggota

dan/atau pimpinan DPRD;

(5) Dalam hal salah seorang pimpinan Dl)RD bernalangan sernentara lebih tJari 30 (tiga

puluh) hari, partai politik asal pimpinan t)PRD yang berhaiangan sernen::rra

mengusulkan kepada pimpinan DPRD se,lah seorang angltota DPRD yang berasal dar,

partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinar, DPF'D yitng berhaiangan

sementara.

Pa.sal 43

(1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengu'-apirn sumpah/jar.ji

pimpinan dan berakhir bersamaan congan berakhir,rya nrasa labatan keanggotaan

DPRD,

(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatanny'a sebelum berakhir m,rsa ,abal rnnya karena

a. meninggal dunia,

br. mengundurkan diri sebagai pimpinar, DPIiD;

c. diberhentikan sebagai anggota )PRD sesuai deng:n ketentuan peraturan

perundang-u ndanga n; atau

d. diberhentikan sebagai p,impinan DPllD. .,

(3) Pimpinan DPRD diberhenlikan dari jabatannya sebagaimrrna dimaksLrd pada ayal (2)

huruf d apabila yang bersangkutan:

a. melanggar sumpah/janji jabatan da.r rode etik DPRD berdasarka,r keputusan Baclan

Kehormatan; atau

b. diusulkan oleh partai politiknya scsuai dengan ketentuan peraturan p:rundang-

undangan.

(4) Dalam hal salah seorang pimpinan berlrenti dari .;at,atannya sebagaimana dinaksud

pada ayat (2), anggota pimpinan lain,ryi, me.rctapl<an salan seorang di antara piinpina,r

untuk melaksanakan tugas pimpinan yanE berh:nti sarnpai ierrgan ditetapl(annya

pimpinan pengganti yang definitif.

(5) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhenti eccara bersamaan, tugas pimpinan DpRD

dilaksanakan oleh pimpinan sementa'a )'ang dibentuk sesrrai k ltentuar pasal 39.

Pa ial 44

(1)Usul pemberhentian pimpinan DPRt) sebae,aimana cimaksud ralam pasal 4..1

dilaporkan dalam rapat paripurna DFRD oleh pirrpinan DpRD tainnya.

(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagarmirna di'naksud pada ayar (t ) diteiapkan

dalanr rapat paripurna DPR.D.
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(3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud p; cja ay al (2) ditetapkan

dengan keputusan DPRD.

[)asal 45

(1) Keputusan DPRD tentang pemberherrtian pimpinan DPRD disampaikan oiel. pimpinan

DPRD kepada gubernur malalui bupat '.rntul< peresmian pembethent,anrrya.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertui deng,rn berita acara

rapat paripurna DPRD sebagaimana d,maksud dalam Pasal 44

P;rsal 46

(1) Pengganii pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimar a dimaksud Calam Pasal 43

berasal dari partai politik yang sama den,lan pimpinan DPRD yang burhenti

(2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pirpi,ran partar politik

Sebagaimana dimaksud pada alat (1\ untuk diumunrkan dalanr r..pat parip.rrna DPRD

dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresn,ian perrgangkatan (jurlon f.engSanli pirnpinan

DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Bagiarr Ketiga

Badan [i/lusyawa;'ah

Par;al 47

(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dl)h.D yang oersifat tetap dan

dibeniuk oleh DPRD pada awal masa jabatdn k3anggotaa,r DpRD

(2) Jumlah anggota Badan Musyawarah sebanyak 22 (dut..utuhdua) orang tcrdiri dari

unsur pimpinan DPRD 4 (empat) orarg, Frarsi partai persatuan rembangunan +

iemcat) orang, Fraksi Demokrat 3 (tiga) oran;, l-raksi partai Demol<rasi Indonesia

Perjrrangan Nasdem 3 (tiga) orang, Fraksi Kanra Sejahtera2 (dua) orang,Fraksi partai

Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, F raksi partai Gerakan tndonesia Raya 2 (dua)

orang dan Fraksi Harapani (dua) oranE.

(3) Susunan keanggotaan Be,dan Musyawarah ditetapkan dalanl rapa,t paripurna ser€,lah

terbentuknya pimpinan DptlD, Komisi, L;adan Ar)ggaran dan Fraksi.

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jz catan nya atjalah Fimpinan Badan Mr,syawarah
merartgkap anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya ac alah sekretaris Bada r. Musyawarah dan bukarr
sebagai arggot.r.

(6) Penempat:rn an.lgota DPRD dalam B,.dan l\"4usyawarah dijasarkan atas usr I frak,si

dan dapat dilakukan pergantian pada sctiap A,val Tahun Anggaran.

Pasa I -18

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:

a. menetapkan agenda DpRD untuk 1 satu) tahun sidang, 1 (satrr) rrdsd perSrcanlan.
atau sebagian dari suatu masa pe, sidarrgan, perkiraan waktu penyeresarar suatrr



masalah, dan jangka waktu penyelel;aian rattcangan peraturan clae rah, dengan tidak

mengurangi kewenangan rapat paripurrra untul" mengubahnya,

b. memberikan pendapat kepada pinrprnan DPRD dalam rner ,entrlkan garis keDrlakan

yang menyangkut pelaksanaan tugari dan w:,'wenang DPRD:

c. meminta dan/atau membenkan kes,:nrpatan Kcpada alat kelengkilJan DPRD yar.g

lain untuk memberikan keteranga n/p:nielasa n mengenai pelaksar,aan tugas masing-

masing;

d. m()netapkan jadwal dan acara rapat )PRD;

e. memberi saran / pendapat untuk metnp,lrlancar kegiatan,

f. merekomendasikan pembentukan p; ni!ia khrrsls, datt

g. melaksanakan tugas lain yang di: erahkan oleh rapal paripu,-tta keDada Badan

Musyawarah.

(2) Setiap anggota Badan Musyawarah waj'b.

a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum menQik.,ti rapal Badan

Musyawarah;dan

b. menyampaikan pokok-pokok hasil rap.rt Badan Musyawarah kepuoa fraksi

Bagian Keempat

Konrisi

Pas al 49

(1) Komisi meru:pakar alat kelengkapan DPRD yang bersifar tetap dan drbertul, oleh DPRD

pada awal masa jabatan keanggotaan DFRD

(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinarr DPRb, wajib rrenjadi argUota salah satu

Komisi.

(3) DPRD membentuk 4 (empat) komisi

(4) Jumlah anggota setiap komisi sebagainrana drnraksud pada ayat /3) diupayakan s,ama

berkisar antara 10 (sepuluh) orang sanrp,ar dengan 1 '1 (sebelas) oranr'.

(5) Penempatan anggota DPRD dalarn komis; dan perpindahannya ire komisi larrr,

didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilatrrkan seriap awar tal-,ur, anggaran.

(6) Agar penempatan anggota DPRD oalam komisi .konrisi s..rregaiman.. dimaksud pada

ayat (5) memenuhi ketentuan sebagarm:rna Cinraksud ayut 14), fraks,merataP.an usLr

penempatan anggotanya di setiap komisi

(7) Dalam hal jumlah anggota kom isi-kor,r ir,i belum memenuhi ketentuan sebagaiman r

dimaksud pada ayat (4), pemenuhanny a diupayakan meialui musyawarah ketLia-ketua

fraksi yang difasilitasi oleh r-:impinan DPRt)

(8) Dalam hal upaya melalui musyawarat, sebagainrana dimak: ud pe da ayat (7) 1L,mlah

anggota komisi-komisi bel;tm mer,renuhi ketentuan sebag,:imana oimaksud pacia ayat

(4), maka ditempuh dengan upaya lain y rrrg difasiritasi olr-.lr prnrpinan DPRD.

(9) Ketua, wakil ketua, dan sekretarjs k,:nrisi dipilih dari dan oleh anggcta komrsi Can

dilaporkan dalarn rapat paripurna DPRD
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(10) Keanggoiaan dalam komisi dipulusl<an dalam rapat paripurne. DPF.ID atas Lrsr-rl fraksi

pada awal tahun anggaran.

(11) Masa jabatan ketua, wakir ketua, dan s,-.kreta,-is komisi ditetapkan paling lana 2 lz (Jtta

setengah) tahundan dapat dipilih kembi.lr.

(12) /\nggota DPRD pengganti antarwal. iu nrenduduki tenrp.rt anggota komi;i yang

digantikan.

Pasa I 50

(1) Komisi DPRD Kabupaten Ilembang me'iputi

a. Komisi A : Bidang l-lukum dan P(. merintahan

b. Komisi B : Bidang Ekorromi dan i(eua.lgan

c. Komisi C :Bidang Pembangunar

d. Komisi D :Bidang Kemasyarakat,tn

(2) Komisi-komisi dalam melaksanakan tugi's diJ.lsarkan atas konrpetensinya

(3) Pembidangan komisi meliputi :

a. Komisi A, bidang Hukum dan Per rerin,,anan meliputi.

1) Bupati dan Wakit Bupati;

2) Sekretariat DpRD;

3) Sekretariat Daerah;

4) Bagian Tata Pernerintahan Sctda,

5) Bagian Hukum Setda;

6) Bagian Umum Setda;

7) Bagian Hubungan Masyaraka Setda,

8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian fi:tda,
9) Badan Kepegawaian Daerah;

10)Dinas Perhubungan, Komunirras dan lnformatika.

1 1)lnspektorat;

12)Satpol PP;

'13)Kantor Kesatuan Bangsa, pol,tik dan perlindungan MJSyarakat,

14)Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

1 5)Kecamatan I Kelur.ahant Desa,.jan

16)Badan Lingkungan Hidup;

b. Komisi B, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi.

1) Bagian Administrasi perekononrian Setda,

2) Bagian Administrasi Keuangan Setda;

3) Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dal l\set Drrer:,h,
4) Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi,dan Usaha Mikro, Kecil da1

Menenga h;

5) Dinas pertanjan dan Kehutan€ n,
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6) Dinas Kelautan dan Perikanan;

7) Dinas Energi dan Sumber Daya lMineral;

8) Badan Ketahanan Pangan dan Pt'laksana Penyr.:luhan Pertanian, Perrkanan

dan Kehutanan,

9) Kantor Pelayanan Perizinan Tercadti;dan

1o)BUMD.

c. Komisr C, bidang Pembanguna,t rneliputi.

1) Bagian Administrasi Pembangunan SeLda;

2) Dinas Peker.iaan Umum;

3) Badan Perencaniran Pembangunan ljaerah;dan

4) Badan Penanggulangan Bercirna Daerah.

d. Komisi D, Bid.ang Kemasyarakatan me,ipr.,ti.

1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda,

2) Dinas Pendidikat;

3) ELUD IISUD dr. R. Sutrasno;

4) Dinas Kesehatan,

5) Badan Pemberdayaan Masya akat, Perempuan cian Kelr.:arga Berenca'ra,

6) Dinas Sosial, Tenaga Ker.1a di,r Transmigrasr,

7) Dinas Kebudayaan, Paliwisat;., Penruda dan Olah Raga, dan

8) Kantor Perpustakaan dan Ars p i

Pasal 5'l

Komisi mempunyai tugas :

a. mengupayakan terlaksananya kewalrban daei'ah sesuai dengan ketentuan peraturan

perunda ng-u nda nga n;

b. melakukan pembahasan terhadap rancanEan peraturan daerah dan ranrarloa ,

keputusan DPRD;

c. melakukan pengawasan terhadap pcraksanaarr peraturan o.,erah dan APBD sesuai

dengan lingkup tugas komisi,

d. membantu pimpinan DPRD untuk rn -.ngupayakan penyelesaian rnasalan yang

disampaikan oleh kepala daerah dan/,ttau masyarakat kepada Dpl?D,

e. menerjma, menampung dan membarr.:s serta menindaklanlut aslrirasi nrasyarakat

f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di caerali
g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas 2ersetujLran prmprlan

DPRD;

h. mengadakan rapat kerja.dan dengar pendapat,

i. mengajukan usul kepada pimpinarr LrPRD yang tei-masuk dal;.m ruang lingkup
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bidang tugas masing-masing komisi; da-r

j. memberikan laporan tertulis kepacja plmpinan DpRD rentang hasii pelak:;anaan

tugas Komisi.

Bagian Kelima

Badan l-c aislasl Daerah

Pasal 52

Badan Legislasr Daerah merupakar alat k elengxapan DpRD yar ,g besifar retap, dibentL k

dalam rapat paripurna DPRD

Pusa I 53

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Le3i;lasi Daerah drbentuk p.rda permulaan masa
keanggotaan DPRD dan permulaan tahL,n sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Legislasi Da-"rah sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan 2 (dr .r) orang, Fraksi Jr.r,okrat 2 (c ua) orang, Fraksr
Partai Kebangkitan Bangsa 2 (d'ra. orang Fraksr F arta, Dernokrasi Inrjor ies,.,
Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang,Fraksj parla: Gerakan rrrdcnesia Raya r (sailr) orang
Fraksi Karya Sejahteral (satu) orang darn Fral.si harapanl (satu) orar-g

(3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetap (an rjaran, ,apat parrpurna menurrt
perinrbangan dan pemerataan jumlah artgllota kom,s,

(4) Jumlah anggota Badan Le5:islasi Daeralr setara dengan JUnrlah antgota konrisj dj DpRD
yang bersangkutan.

(5) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulran oreh masing-masinE frakii
Pi" sal 54

(1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdir i 6163 i (satu) orang ketua dan I (satu) orang
wakil ketua yang dipilih dari oan oleh rnggota Badan Legis'asi Daerah berdasarkan
prinsip musyawarah untuk mufakat

(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya a:r alah sekretarrs Badan Legislasj Daerah buka.
anggota.

(3) Masa jabatan pimpinan Badan Legisl::si Daerah paling la,na 2 % (dua set,)ngah /

tahundan dapat dipilih kembali

(4) Masa keanggotaan Badan Legisrasi Dae;ah oapat di!bah pada set;ap tahun arrggaran
pasal 55

Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas.

a menyusun rancangan program regisrasi 'Jaerah }'ang mernuat rjaftar ,rrutan da,r p-1911165

rancangan peraturan daerah beserta rrasannya untul, setiap tahun arggaran di
lingkungan DpRD;

b. koordinasi untuk penyusunan prograrn iegisla;i cjaerah anta.a DpRD dan perrerrnt.,rh
daerah;
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,..l

e.

menyiapkan rancangan peraturan dae ah usul DPRD beroasarl:an progrant priorit?s

yang telah ditetapkan;

melakukan peng harmonisa sia n, pemb.rlatan, dan per,ranta,)arr konsepsr r.l,rcang.rn

peraturan daerah yang dialukan angg( ta, korrrisi danrataU gabLr.rgan komrsr sebeirrrll

rancangan peraturan daerah tersebut <iisanrpaika,r kepada pimpinan DPRD,

memberikan pertimbangan terhadap r? ncangan peraturan rjaerah yang dialukan olch

anggota, komisi dan/atau gabungan kcrnisi, di luar prioritas rancan:Jen peraturan da{)ral

tahun berjalan atau di luar rancangan Deraturan daer-ah yang terda'tar dalarn progranr

legislasi daerah;

mengikuti pelkernbangart darr mela'rt,kan evaluasr \erlludi)[) pr,r]rlJillr.)si)r) nratl[]l

mUatan rancangan peraturan dacrah nrelalLri koordintrsi de rri.;trrr k()r]]rsr ditn/itlitU r)iIIlrit
khusus;

memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peratur3n rjaerah yangt

ditugaskan oleh Badan Musyawarah, c:a.r

membuat Iaporan kinerja pada masa al:hir lieanggotaan DPRD barik yang sudal-,

maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagar bahan oleh kom sr

pada masa keanggotaan berikutnya.

h.

t.

s.

Bag ia.r Kec.nam

Badan Anggaran

pasa I 56

(1) Badan Anggaran merupakan alat kelengl,apan DpRD yan,; L,er;ifat t( tap dan dibentut:

oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DpRD
(2) "tumlan anggota Badan Anggaran seb'ar',yak 22 (dua puluh dua) ora rg terdrri darr rrnsrrr

pimpinan DPRD 4 (empat) orang, Fraksi partai ,)ersatu,n pemban3unan 4 (empat)

orang, Fraksr Demokrat 3 (tiga) orang,Fraksi Partai Den:okrasi lrtrjoresia Perjuangan

Nasdem 3 (tiga) orang, Fr,lksi partai Kebangkitan Bangsa 2 ,dua) orang, Fraksi I)artai

Gerakan lndonesia Raya 2 (dua) oiana, Fraksi Karya Sejatrter a2 (dua) orang dan Fraksi
Harapan? (dua) orang.

(3) Ketua dan wakjl ketua DPRD karen;i laoatarrr ya ad.rlah ketLra dan wakrl ketua Bacan
Anggaran meran3kap anggota.

(4) susunan keanggotaan, ketua, dan wak, ketua Ba(ran Anggar.an cjitetapkan dalarr rapat
paripurna.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya ad.rlah Sekretaris Badan Anggaran bukan ar ggota
(6) Penempatan anggota DPRD daram l:adarr Anggaran dan pero,ndahannya ke arz.t

kelengkapan lainnya didasarkan atas u:,ul fraksi dar, dapar dirakukan setiap awar tahun
anggaran.
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Pa,,'al 57

Badan Anggaran mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok oikiran DPRD kepada kepala

daerah dalam mempersiapkan rancangan arrggaran pendapatr,n dan belania daerah

paling lambat 5 ( lima )bulan sebelum ditetapkannya APBD

b. melakukan konsultasi yang dapat diwi.rkili ,:leh anggctanya kepaJa k.lrnisi terkait

untuk memperoleh masukan dalam rargka pembahasalr rarrcang3n kebrlakan umunr

APBD serta prioritas dan plafon angg rran semeirtara;

c. memberikan saran dan pendapat krrpada kt paia daerah d llam mempe;stapkan

rancangan peraturan daerah tentarr!J perubahan APBD dan ra,rcangan peratura l

daerah tentang pertangg ungjawabar r pelaksanaan APB!,

d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan oaerah tentang APBD darr

rancangan peraturan daerah ter)tang pertangg L ngJawaDa n pelaksanaan APBD

berdasarkan hasil evaluasi gubernur lersama tim anggar:r pemerir-rtah daeral',,

e. melakukan pembahasan bersarna tim anggaian penrerintah iaerah te,'hadap

rancangan kebljakan umum AP3D serta rancangan pnoritas dan plafon anggaran

sementara yang disampaikan oleh kopala cjaerah, dan

f. memberikan saran kepada pimpinarr DPRD ci:lam peny-isunan anggaran ltelanja

DPRD.

Bag ia;r Ketujuh

Bi.dan Kehormatan

Pasar 58

(1) Badan Kehormaian dibentuk oleh DPRt,6sn lnsllrpakan alat ketengkapan yang bersifat

tetap.

(2) Pembentukan Badan Kehormatan seb rgaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditetapkan

dengan keputusan DPRD.

(3) Anggota Badan Kehormatan sebagaim,rna Jimaksud pada ayat (1) ber.lumlah 5 (lima)

orang anggota yang dipilih dari dan oleh anguota DpRD

(4) 5 (lima) orang Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksL,d pada a/at (3)

adalah calon anggota yang mendapatk;. r perolehan suara darr hasil pemllihan anggota

DPRD terbanyak 1 sampai dengan 5

(5) Jika dalam pemilihan sebagaimana dirraksud cyat (4) terdapat per.rl-.han suara yan(.

sama pada urutan ke lima, maka dilakr <an pemilihan ulang oleh anrlgota DpRL) pada

calon yang memperoleh suara sa'na sa,npai didapatkan calon yan I r,)e mperoletr slarar
paling banyak.

(6) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud paca ayal (i)terdiri atas 1(satLr)

orang ketua dan 1 (satu) orang wakil letua yang dipilih dari d.rn oleh anggota gacan

Kehormatan.
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(7) Anggota Badan Kehormatan sebagarmarra drmaksud pada ayat (i), diprlih dan

ditetapkan dalam rapat paripurna DPRI- berdasarkan usul dari ma;ing-masing fraksi.

(8) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksr berhak r.rrengusulkar

1 (satu) orang calon anggota Badan Kelrormatan.

(9) Masa tugas anggota Badan Kehormaian 1;aling larna 2 y, (dLra se:engah) tahLrndern

dapat dipilih kembali

(10) Anggota DPRD pengganti antarwaktrlnenducluki tempat anggot r B;rdan Kehormatan
yang digantikan.

(11) Badan Kehormatan sebagaimana climaksud pa(la ayat ( l) dib;.ntu olett sekretariat yan!l

secara fungsional dilaksanakan oleh sek.-(,tariat DpRD

casa I 59

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
a. memantau dan mengevaluasi di,.iprin dan/atau kepirtrriran terhadi p r.)oral ko.rc

etik, dan/atau peraturan tara tertib DF'RD cjalam rarrgka r.renjaga martabat,
kehormatan, citra, kredibilitas DF RD,

b. meneriti dugaan peranggarar, '1ang dilakur an oreir anggo.a DpRD terhadap
peraturan tata tertjb dan/atau kod: etik DpRD:

c. rnelakukan penyeridikan, verifikasi, dan krarifikasi aras cerrraduan pimpin;n
DPRD, anggota DpRD dan/atau m,rsyarakat; dan

d melaporkan keputusan Badan Kehormptan atarr I asll penye.idikan, verifikqsi
dan klarifikasi sebagaimana dinaksld pacja hurL, c kepa(la rapat l.raripurna
DPRD.

(2) Dalam melaksanakan penyelidilian, verifikasi, Jan klarifil(asj sebagairnana dimaksud
pade ayal (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan ijari ahli i rdependen.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugasnya sebagainrana c.iimaksud dararn pasar 59, Badan
Kehormatan berwenang:

a memanggir pimpinan dan/atau angg(.ta DpRD y;rng diduga rnerakukan peiangga.,an
kode etik dan/atau peraturrn tata t4rtib DPF.D untuk rremberikiin klarifrkasr ataLr
pembelaan atas pengaduan dugaan ;elanggaran yang cjiIrkukan;

b. merminta keterangan pengadu, sa (si, cian/atau pihuk_pihak lain yang terkait
termasuk unt|k meminta dokumen at tu bukti lain, dan

c' menjatuhkan sarrksi kepada pimpr,ran dan/atau an!rgcta DpRr) yang r_.rbukt,
melanggar kode etik cian/atau peraturan trtta tertjb DpR)
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P;rsal 61

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanks, kepada pinrpinan dettt/i tirir .lrlggct.r DI'lil) yittrg

terbukti melanggar kode etik dan/atau pcratur?n tata tertib DPRJ Derdasitri.i,tt lras

penyelidikan, verrfikasi dan klarifikasi ol( h Bedrn Kehorntatan

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayit ( 1) dapat berupa

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sebagai prmpinan arlat kelengkapan DPRD, atau

d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan kr)tentr.ran peratLrrarr

perundang-undangan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan meng,)nai penJatuhan sanks t erJpa tegrrran lrszrn

teguran tertulis, atau pemberhent,an sebagai pimpi,ran alat k-.rengknpan DF'RD

disampaikan oleh pimpinan DPRD kepa da anggJta DPRD vang berslnJkutan pimpinan

fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan

(4) Keputusan Badan Kehormatan mengenar penjatuhan sanksr ber,rplr penrberhentitrn

sebagai anggota DPRD drproses sesuar rJengarr kelenrrrirrr Ier rtur.]n 1ror.r,rc1anq

undangan.

Pasa I 62

(1)Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) h,rrrrf c disampaikan

secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identjtas penradu yang jeias derrgan

temtrusan kepada Badan Kehormata,r.

(2) Pinpinan DPRD wajib menyampaikarr perrgad:an sebagairrana dimaksud pada ayat (t)

kepada Badan Kehormatan paling lami. 7 (tu1uh' hari kerla te.h,tL,ng sejak tanggal

peng aduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksLrd pa(i.r ayat (: pimpinan DpltD

tidak menyampaikan pengaduan kepac:a Badan Kehor latan, Badan Kehormatan

menirrdaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalem hal pengaduan tidak disertai dengan i.ientitas pe,igadu yrno jelas, prmprrrn

DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dima<sLrd pada ayar (1) kepada

Badan Kehormatan.

Pasa I 63

(1) setelah menerima pengaduan sebag; rmana dirnaksud dat"rm F,asal 62, gadan

Kehormatarr melakukan penyelidikan, ve -ifikasi, dan klarifiki:si.

(2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagrir,rana dimaksuC pada ayat (1) oil.rkukaf
dengan cara meminta keterangan der penjelasan kepada penS,acju, saksi, leri,rju,
dan/atau pihak-pihak lain yan3 terkait, (,anlatau mer.rverifikasi dokumen atau alat b.rkti

lain yang terkait.
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(3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifil.asi Badan Kehornratarr sebagaimana dimaksr.r'l

pad?r ayat (2) dituangkan oalam berita a:ara penyelidikan, verifikasi dan klarifikas,

. (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehor,,ratarr menjamrn keral,asiaan hasil penyelidikar 
,

verifikasi dan klarifikasisebagaimana dir raksird ayat (3).

(5) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehorr rratan meniamin kerahasiaan identitas pelapor

P rsa I ri4

(1) Dalam hal penyelidikan, verifikasi, Can klarifikasi sebagaimana din,aksud dalanr Pas: r

63 ayat (3) menyatakan bahwa tj,acju terbukti [.rersalah, Badan Kehornla,an

menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingl at kesalal-.annya

(2) sanksi sebagalmana dimaksud pada ayat (1) ditetapKan rie nqan keputusan Baclan

Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat I\aripui na DpF D

(3) Dalam hal keputusan Badan Kehornratan sebagaimana climaksud pada ayat (2)

menjatuhkan sanksi berupa penrberhe,rtian sebagai angg()ta Dt RD, pimplnan DprlD
menyamparkan keputusan tersebut keo: da partai politik yang bt.rsangxutan.

(4) Pimpinan partai politik sebagaimana di narsuc pada ayat (l.t), datarn jangka waktu 3o
(tiga puluh) hari sejak keputusan ,lacran Kehorrnatan diterinra .1epy;rmpaikan

keputusan dan usul pemberhentian ang(totanya kepada pinrpinan I)pRD
(5) Dalam hal pimpinan partai polirik liciak menyampaikan kef,r,tLrsan Can usui

pemberhentian sebagaimana dimaksuc t,aJa ayat (4), pirnpinan DpRD menyampaikan
usul pemberhentian anggota DpRD tersebut berdasarkan kl,putusan Badan
Kehormatan sebagaimana dimaksud paca ayat (3) kepada gubernur,rrelalur bLrpati

(6) Gubernur meresmikan pemberhenttan anggota DpRt) bercjetsarran Lrsul [)rr]t[)l];,ll
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (5)

Sagiarr Kerlelapan

Alat Kelengkapan La in

[)asa I 65
(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kerer,gke,pan re.rn yar g drperrukal

berupa Panitia Khusus.

(2) Panitia Khusus sebagarmana dimaksuo pacra ayat (1) nrerupar..a r arat kele,rgkapan
DPRD yang bersifat tidak totap.

(3) Panitia khusus sebagaimana cimaksud pada a5,at (1) drbentuk dara,n rapat paripurna
DPRD atas usul anggota setelah mende^gar oertimbangar Badan Musyawarah.

(4) Pembentukan panitia khusus sebagai;n'..ina dinraksud pad..r ayat (3) (ritetapkan dengan
kepr rtusan DPRD.

(5) Jtrmlah anggota panitia khusus sebar;uimana drmaksucl pada ayr,t (3) drtetapka,
dengan mempertimbangkan jumlah angl'ota setiap r<omrsr yang terkaiL cjan drsesuaikar,
clengan program/kegiatan serta kemar,rDuan ang garan DpFlD.
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(6) Anggota panitia khusus sebaUaimana dinral<sr.,ci i)ada iryat (5 ) tr':.diri .rtas 3rrgQolir

komisi terkait yang diusulkun oleh masing-nrasing fraksi.

(7) Ketua, wakil ketua, panitra khusus dipilih dari dan oleh anggota panit a khusus

(8) Panitia khusus dalam melaksanakan tug:snya dibanru oleh setrretar a, DPRD.

E.AB V

PERSIDANGAN, RAPAT O' N PENGAMBILAN KEP(JTUSAN

Bag ii. n Kesatu

Per: idanglan

P:rs'rl 66

(1) Pada awal masa .labatan keanggotaan, rahun :idancl DPRD d mulai lrad: saat

pengucapan sumpah/lanJi anggota DPR,).

(2) l'ahun sidang sebagaimana dimaksld p. da a),at (1) terdrri atas 3 (tiqa) nrasa

persidangan.

(3) Masa persldangan sebagaimana drmar.sud pada ayal (2) TelipLrti nrasa sioarrg cian

maSa reses, kecuali pada persidangar te,'akhir ijari satLt per,oLJe keangotaan DpRt)

dilakukan tanpa masa rescs.

(4) Masa reses sebagaiman;r dimaksud pad.r ayat (3) pating lama 6 (enam) hari ksrig

dalam 1 (satu) kali reses.

(5) Masa reses dipergunakan oleh angEo a Dp[D se:ara perseorangan atau kelon:po]r

untuk mengunjungi daerah pemilihanny. guna menyerap asptra j, masyarakat
(6) Anggota DPRD secara perseorangan rtau kelonrpok walrb r,rernbqat laporan tertrrirsl

atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa rr:ses sebagarmana dirraksLrd pada ay.rt

(5) yang disamparkan kepada Pimpinan DFRD dalam rapat pariDurrra

(7) Jadwal dan kegiatan acara selama ma'ia re,ses sebagaimana orrraks,rd pada ayat (4)

ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelal, mcndengar pertimbangan Bada;r M1rsy:rwarah.

Ba,3 ia n Kedua

ilzrpa t

Pa;al 67

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

a. rapat paripurna;

b. rapat paripurna istlmewa,

c. rapat pimpinan DpRD,

d. rapat fraksi,

e. rapat konsultasi;

f. rapat Eadan Musyawarah,

g. rapat komisi,
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h. rapat gabungan komisi;

i. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Legislasi Daerah;

k. rapat Badan Kehormatan

l. rapat panitia khusus,

m. rapat kerja;

n. rapat dengar pendapat; dan

o. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat paripurna merupakirn forum p6p;1 tertinggi anggota LpRD raram pengan)lliran
keputusan yang dipimpin o,eh ketua atau wakil ketua DpRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan r,rpat anago'a Di)RD ya,ng dipirnpirr oleh ke.tLra
atau wakil ketua untuk melaksanakan alcara terte--,tu can Ldak mencrambil keputusan.

(4) Rapat pimpinan DpRD merupakan rapi parar anJgota pimpi.ar D'RD yang crpimpin
oleh ketua atau wakrl ketua trpRD.

(5) Rapat fraksi adarah rapat anggota fraksi ,zang dipimpin oreh pi,pinan fraksr.
(6) Rapat konsultasi adarah rapat antara oimprnan DpRD dengan cimp,rnan frar.si dan' pimpinan alat kelengkapan DpRD yang dipirr,pin oleh pimpinan DpRD.
(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rdpat anggota Badan Musyawarah yang d,pimpin

oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyarvarah.
(8) Rapat komisi merupakan rapat irnggora kc;riisi yang dipimpin oreh ketua ata, r wakii

ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisr merupakan rapEt anggota antar komisr yang diprnrpin o,elr kelu..
atau wakil ketua DpRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat arggota
ketua atau wakil ketua Badan Anggaran

(11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Leg,slasi Daeran yanq
dipimpin oreh ketua atau wakir ketua Bac an Legisrasi Daerah

(12) Rapat Eladan Kehormatan merupakan rirpat anggota Badan Kehorn,ata rr yang diprmpin
oleh ketua atau wakil ketua Badan Keho,.matan.

(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusrrs yan3 dipimprn ojen ketua
atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara r)pRD dan kep:rla ,Jar,rart atau pelaLrat yang
ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komjsi, gabLrngan komjsi, atau par,itia khusr-rs dan
kepala daerah atau pejabat yang ditunju <

(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DpF.D can perrre.ntah daerah
(16) Rapat dengar pendapat umum merupakarr rap:it antara DpRD darr nrasyarakat bark

lembaga/organisasi kemasyarakatan ma',:un perorangan atau antara komisr, gabungan
komisi, atau panitia khusus (lan magyarakat baik rembagai organi;asr kemasyaraiiatan
maupun perorangan.

Badan Angg;:rar, yang drpirnpin oien
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Pasa I ti8

(1) Rapat paripurna DPRD diadaran secara berri,la paling sedrkit 6 (enam) kali dalam 1

(satu) tahun masa sidang.

(2\ Rapat paripurna selain sebagairnana dinraksud ap.rcia ayat (1) dapat dilaksanakan atas

usu l:

a. llepala daerah;

b. pimpinan alat kelen(tkapan, atau

c. anggota der,gan jumlah paling .,edikit ,1/5 (sat,r per,ima)oari jumlah anggota

DPRD yang mencerminkan l:brh Jari i (satu) fraksi.

(3) Rapat paripurna DPRD diselengQ? r'o r{3 r atas undangan ketua atau wakil ketua DpRD

berdasarkan jadwal rapat yang telah oil.,tapkan oleh Badan Musyawarah.

(4) Undangan ralpat-rapat DPRD diter bitkan oleh pimpinan DPRD dalam berrtuk tertulis.
(5) Penyampaian undangan sebagaimana dinraksud ayat (4) kepada calon peserla rapat

dapat :

a. secara langsung per kurir;

b. melalui e'nail atau elektronik la;nnya;

c. nrelalui pesan singkat resmi.

Pasa I 69

(1)Hasil rapat paripurna DPRD oituangkan,lalam bentuk peraturan atau keputusan DpRD.
(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan calam keputusan pimpinan DpliD
(3) Peraturan atau k€ ir.rtusan DPRD seb,agairnana lrmaksud paJa ayat (i ) dan keputusan

prmpina,r DPRD sebagaimana dimaksud pJda ayat (2) tidak boleh berterrtangan dengan
peraturan perundang. undangan.

(4) Peratur; n atau keJrutusan DPRD dilap rrkan kepada gubernr-rr pal,ng tambat 30 (tiga
puluh) h-:ri setela h ditetapkan.

Pasa I 70

Semua rapat di DPRD pada clasarrva be;sifat terbuka kecuali rapat tertentu yang

dinyatakan tertutup.

P rsal 71

(1l Rapat vang bersrfat terbLrka meliputi rapat paripurna DpRD, rapai paripurna istimewa,

dan rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat ya rg bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DpRD, rapat konsultasi, rapat
Badan Musyawarah, r,apat Badan Anggatan, dan rapat Badan Kehorr,ralan.

(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka c.apat dinyatakarr tertutup meliputi rapat komisi,

rapat gebun,lan komisi, rapat panitia r<l-rusus, rapat Badan Legislasr Daerah, rapat kerj?,

dan rapat dengar pendapat.



Pasa I 72

Rapat DPRD setragaimana dimaksud dalarn pasal 7j ayal (3) di,ryatakan tertutup oleh
pimpinan r?pat berdasarkan kesep;rkatan r)eserta rapat sesuai dergan substansi yang

akan drba hzrs

Prrsal 73

(1) Pembicaraan dalam rapat terlutup tidak boleh diumumkar.

(2) Materi ya.lg telah disepakati dalara rap:rt tertutup urtuk dirahasiakan, dilarang
druntum (an oieh peserta rapat.

(3) setiap orang yang melihat, menderrgar atau mengetahui pembica aan atau materi
rapat 'ertutup dirahasiakan se5agairnana dirnaksucl pada ayat (2), wajib
merah as ia <a n n ya

(4\ Pelangrgaran terhadap ketentuan sel)aEarmara diraksud pada ayat (2) dan ayat (3)

dikenakan sanksi sesuai dcngan ketentuan per3turan perundang-u nda ngan.

Pasal 74

(1 ) Pitnpinan rapat setelah membuka ra1;at memberirahukan surat masuk dan surat keluar

untuk diberita,rukan kepada pesert,.r irta,r untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang

berkaitan dengan urusan kerumahtan39 ran DDRtt.

(2) Pada setiap rapat DPRD dibuai ris3tah rapat yang memuat proses dan materi
pembicaraan rapat.

(3) Dalam hal rapat DPRD d:nyatakan iertutrrp, risalah rapat wajib disampaikan oleh
pimpinan rap?t kepada pimpinan DptlD, l<ecuali rapat tertutup yang dipimprn oleh
pimpinan DPRD

Pasal 75

( i) Waktu dan hari rerja DPRD ditet:pka.r

a Hari Senin - Kamis pukur 09 00 - 14 OO WIB

b Hari Jumat . pukul 09 00 - 11 OO WIB

(2) Kegiatan yang dilaksanakan di luar ,<etentuan ayat (1) diputuskan dalam Rapal
Konsultasi.

Plsa l 76

(1)Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DpRJ
r'2) Dala,n hal rapat tidak dapat dilaksanekarr di gedung DpRD karena kebutuhan a.au

alasan tenentu. rapat DPRD dapat (iilirksanakan di tempat lain yang ditentukan olelr
pimpinan DPRD

P.asal 77

(1 ) setiap an\lgota DpRD wajib nrenghadrrr rapat DpRl), baik rapat pz.ripurna maupun rapat
alat kelengkapan sr-.suai dengan tugas oan kewajibennya.

(2) Anggota DI)ilD yang menghadirr rapat DpRD sebagairnana dimarrsud pada ayat (i)
wajib menandatangani daflar hadir rapc:
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(3) Para unoangan yang menghadiri rape,t DpRD, dis,:diakan oaftar hadir tersendiri.
(4) Anggota DPRD yang hadir apabira arkan rneninggarkan rua,rSan rapat, wajib

memberitahul(an <epada pimpinan raoat.

Bagian Ketiga

Pertga m bila n Keputusarr

Pasal 78

(1)Pengambilan kecutusan daram rapat DpRD pada dasa-nya d akukan dengan cara
muSyar,r arah untuk mufakat

(2) Ap'abila cara perrgambilan keputrrsarr ;ebagain.ana dimaksud p.1da ayat ( l) tidak
tercap:tr, keputusan diambjl berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 79

setiap rapat DPRD dapat m€ngambir k.rputusan apabira meme,r uhi kuorum.
pasal 80

(1) Rapat paripurna nremenuhi kuorum apabila:

a tapar diharjiri c.rleh paling sedikit3,,4 (tiga perempat)dari lumlah anglota DpRD untuk
mengambil persetujuan ates pelaksanaan hak angket drln hak menyatakan pendapat
serta untuk mengambil keputusan nlenEenai usul pernberhentian bupati dan/atau
r,, akil bupatr.

b rapat d.hadiri oreh paring sedikit2/3 idua pertiga) dari ;umrarh anggota DpRD untuk
me r'r berhentika n pimpi,lan DpRD serta untuk menet?tpkan peraturan daerah {an
AP8D,

c rapat dihadiri cleh lebih dari 1t2 t.sat. perdua)ciarrjumiah arggotl DpRD untuk rapat
paripurna DPRD serain rar,at seba,Ja;mana drmaksud pada huruf a dan huruf b.

(2) Keputusarn rapat paripurna sebagaimi.na oimaksud pada :yat (i) dinyatakan sah
apabila:

a disetuju' oreh paring sedikit2/3 (dLra 'rertig-:) dari jumrah ar,ggota DpRD yang hadi.,
untuk rapat sebagaimana djmaksud 1,ada ayat (1 ) huruf a;

b diselujui oreh rebih dari % ( setengah ) iunrrah anggota DpnD yang hadir, untuk rapat
sebagairnana dimaksud pada ayal (1) huruf b,

c. disetujurdengan suara terbany3k, ur,tuk rapat sebagaimana dimaksuc pada ayat (1)
huruf c

(3) Apabila kuorunr sebagaimana dimaksltJ pe la a,ar (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda
paring barryak 2 (dua) kali dengan t,:nlgang vraktu masing-masing tidak rebih dari .

(satu) jam

(4) Apabila pada waktr-r akhir penunda,,n rapat set)agaimana d,maksrd pada ayat (3)
kuoru, belum luga tcrpenuhi, pimpinan dapat rr cnunda rapat ;)aring rama 3 (tiga) r,ari
atau sampai wakiu yang djtetapk€rn oleh be dan nrusyawarah.

(5) Apabira setarah penund.ran seba3airnana dimaksud pada ayal (4), kuorum



sebagarmana dimaksud pada ayat (1) belunr juga terpenuhi, terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak

angket, hak menyatakan pendapat darr memberhentikan pimpinan DpRD serta
rnenetapkan peraturan daerah, rapat tioak dapat nrengambil keputusan dan rapat
paripurna t,dak dapat diulang Iagi

(6) Apabila srrtelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum

sebagairnar,a dirnaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan ApBD, rapat tidak

dapat menganrbil keputusan dan penyelesaiannya drserahkan kepada gubernur.

(7) Yang oima'(sud dengan " penyelesa ia n rya diserahkan kepada gubernur" sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) adalah penetapan peraturan gubernur sebagai payung hukum

bagi pemberlakr"ran APBD yang sama dengan tahun sebelumnya.

(8) Apabila set€ lalt. penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan

sebagaimana drmaksud pada ayat (1,7 hurul c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada

pimprnan DPRD dan pirnpinan fraksi.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh

prn-tp ina n rapat.

P:rsal 81

(1) Rapat alat kerengkapan sebagaimana ormaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, huruf

g, huruf h, i'uruf l, huruf j, hururI k, dar huruf I memenuhi kuorum apabila dihadiri secara

fisik oleh paling sedikit 50ozo llima pulLrh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat

kelengkapan yang bersangkutan dan rebih dari 1 (satu) fraksi,

(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPF,3 mengambil keputusan, keputusan dinyatakan

sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasa I 8?

Setiap kt:y;utusan rapat DPRD, baik berciasarkan musyawarah untuk mufakat maupun

berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua

pihak yang terkait dalanr pemgambilan keputusan.

EAB VI

TATA CARA PEMBENTIII(AN PERATURAN DAERAH

P,:,sal 83

Rancangan peraluran daerah dapat berzrsal Cari DPRD atau kepala daerah.

Rancangan peraturai'r daerah yang br,rasal dari DPRD atau kepala daerah disertai

penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Rarrcanglan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya

(1)

(2)

(l])
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terbatas mengLrbah beberapa mat'.)ri yang sudah memiliki naskah akademik

sebelumnya, dapat disertai atau tidak Crse,lai naskah akademik.

(4) Rancangan peraturar) daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

berdasarkan progra rn legislasi daerah.

i5) Dalanr keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan

peratLrran dacrah di !uar progranr legjslasi daerah.

Pasal 84

(1) Rancangan peraturan daerah ;rang berasal dari DPRD dapat dia.lukan oleh anggota

DPRD krmisi. gaburgan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.

(2) Rancern,3an peraturan daerah yang c1ia1ul<an oleh anggota DPRD, komisi, gabungan

kornisi, atau Badrn t.:gislasi Daerah seb.rgaimana dimaksud pada ayat (1)disampail(an

secara terlulis kepada pimpinan DPRD Cisertai dengan penjelasan atau keterangan

dan/atau naskah a'<ademlk, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan

nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(:r) Rancangan l)eraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) oleh pimpinan

DPRD C sampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.

(4) Prmpine,n DPRD menyampaikan hasil kajran Badan Legislasi Daerah sebagaimana

dimaksud pada:ryat (3) kepada rapi.rt paripurna DPRD.

(5) Rancang.rn peraiuran daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah

sebagnrrran; drmal^:sud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua

anggota DPF D selanrbat-lanrbatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(6) Dalanr rap rt parpurra DPRD sebagainrana dimaksud pada ayat (5):

a peng usul memberikan penjelasan;

b l aksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;dan

c pengusul mernberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD

lainnya

(7) llap|t parrpunra DPRD rnenrutuskar| rsul rancangan peraturan daerah sebagaimana

drnraksud naJa ayat (2) berupa.

a. persetLljua n;

b. persetuluan dengan pengLtbahan,atau

c. penolakan.

(8) Dalarn hal persetujuan dan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi,

Bacjan Lcgislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan

peratura n daerah tersebut.

(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan

srrrat pimpinan,)PRD kepada l(epala daerah.

36



Pasal 85

(1)Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat
kepala daerah kepada oimpinan DPRD.

(2) Rancangan per3turan daeralr yang be|asal dari kepala daerah disiapkan dan diajukan

sesuai dengan ketentuan peraturan per Jndang-undangan.

(3) Rancangan peratLrran daerah sebagainrana yang dimaksud pada ayat (2) harus disertai
nasl<alr akademrk kecerali beberi.pa rancangan peraturan daerah seperti rancangan
peratr.ruin deerah tentang APBD, ran()angan peraturan daerah yang hanya terbatas

mengLtbah beberapa mater i yang sudah memilikr naskah akademik sebelumnya, dapat

disert€l atau tidak disertai naskah akademik.

pasal 86

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DpRD menyampaikan rancangan
peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dlbahas adalah rancangan

peraturan daerah yeing disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah
yang disanrpaikan oleh kepala daerah digL:nakan sebegai bahan untuk persandingan.

Pasal 87

(1)Rancangan peraturan daerah yang berarsal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh

DPRD dan kepala d:rerah untuk rnendapalkan persetujuan bersama.

(2) Penrbahasan rancangan pereturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1),

dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat ldan
pembicaraan ting kat ll

(3) Pembica.aan tingkat I sebagaimarra dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Dalam hal rancangan pr:raturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan

dengan kegiatan sebagai bef ikut:

a. penjeiasan kepala daeral-, dalam rapat paripurna mengenai rancangan

perartrran daerah;

b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah;dan

c tanggapan ctan/atau ierwaban kepala daerah terhadap pemandangan

r.rnr u nt fraksi.

i3 Dalam hal rancangan peraluran daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan

kegiatan sebagai berikut:

1 penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan

Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat

paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;

2 pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah;dan

3. tanggapan dan/atau larvaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

C. Pembahasan dalarn rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus

yang dilakui<an bersama dengan kepala daerah atau pe.jabat yang ditunjuk
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untr.rk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat ll sebagairnana dimaks.rd pada ayat (2) meliputi:

A ner gambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

L penyamoaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/

pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat

fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

c, dan

2. permrntaran persetujuan dari anggota secara lisan oteh pimpinan rapat

paripurna.

B pendirpat akhir kepala daerah

(5) Dalam hal persetu1Uan sebagaimana cirraksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak

dapat dicapai secara mLrsyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara

terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peratura,r daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara

DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan

lagi dalan" persirlangan DPRD masa itu

Pnsal 88

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembaii sebelum dibahas bersama oleh

DIrRt) (iil 1 kcpala d aera h

(2) Penarikan kembalr rancangan peraturarr daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan

pe na rrl(a rl

(31 Penarikan kembali rancangan peratura,r daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)

oleh kepala daerah, drsampaikan dengan sLrrat kepala daerah disertai alasan-alasan,

penarikan.

(4t Rancangan peraturan daerah yang ;edang dibahas hanya dapat ditarik kembali

berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

Penarikan kenrbali rancangan peraturair daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

hanya dapat dilakukan dalam rapat parir;urna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

Rancangan peraturan daerah yang dit.rrik kembali tidak dapat diajukan kembali pada

nrasa sida ng yalg sama.

Pasal 89

(1 ) Rancangan peraturan dae.ah yang tt:lah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala

daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan

menjacli peratura n daerah.

(2) Penvampaian rancangan

dilakukan dalam jangka

persetujuan bersama

(s)

(6)

peraturan caerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
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Pasal 90

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 89 ditelapkan oleh
kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangarr dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga pulLrh) hari sejak rancangar) peraturan daerah tersebut disetujui bersama
DPRD dal kepala rj aera h.

(2) Dalanr hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ditandatangani olen kepala daerah dalain waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan ::raturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan pera:uran
daerah tersebut sa'i menjadi peraturan daerah dan wajib diLrndangkan d;:lam lembaran
daer;rlr

(3) Dalam har sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

mako kalimat pengcsahannya berbunyr: peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
14) Kalimal pengesahan yang berbr"rnyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harud

dibubuhkan pada halaman terakhir F)eraruran daerah sebelum pengundangan naskah
peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

(5) Peraturan daerah beriakur setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
(6) Peraturan daerah yang berkaiian dengan ApBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan

tata ruang daerah sebelurn diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh
pemerintah dan/atau gubernor sesuai dergan ketentuan peraturan perundang-
undangar.

(7) Peraturan daerah selelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan
ke;:ad a pe nrerinta ll dan/ataLl gLrberrrur sesLrai dengan ketentuan peraturan oerundang-
undangan.

8,.\B VII

KOOE ETIK DPRD

Pasa I 91

(1) DPRD menyr.srrn kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota
trPRD selama menjalankan tugasnya r,ntuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan
kredibilitas DPRD.

(2) KetentLran rnengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peratLrran DPRD tentang kode etik.

(3) Peraturan DPRD tentang kode etik s,-'bagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
menrLtat ketentu;ln tentang:

a. pengertia n kode etik,

b tujuan kode etik; dan

a J.er'tgalr,rJnmengenai

1 sikap dan peritaku angqota DpRD,

2. tatakela anggota DpRD;

3. tatahubungan aitar penyele,rggara pemerintahan daerah,
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4. tata hubungan antar anggota DPRD;

5, tata hubungan antara angg )ta DPRD dan pihak lain,

6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan,

7. kewajiban anggota DPRD;

8. larangan bagi anggota DPRD,

9. hal-hal yang tid;rk patut dilakLrkan oleh anggota DPRD;

10. sanksi dan mekanisme penjaluhan sanksi; datr

1 l. rehabilitasi.

' Pas;al 92

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku.rnggota DPRD sebagaimana dimakstrd dalam

Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 1 memuat kr,tentuan mengena ketenttlan antara lain

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

b. mempertahankan keutuhan negara serla nrenjaga persatuan dan kesatuan bangsa

c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasr manttsia,

d. memiliki integritas tinggi dan ju.iur;

e. menegakkan kebenaran dan keadilan,

f. memperjuangkan aspirasi masyarakai tanpa memar'rdang perbedaatr sttktt, agatna,

ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

O. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajrban anggota DPRD daripada kegiatan

lain di luar tugas dan kewajiban DPRD, dan

h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban 
. 
dan larangan bagi anggola DPtlD

sebagaimana diatur dalam peraturan perJndanO-ur,dangan.

Pasal 93

Pengaturan mengenai tata kerja anggota Dl)RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

a. menunjukkan profesionalisme sebaga. anggota DPRD;

b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat;

c. berupaya meningkatkan kualitas darn rinerja,

d. mengikuti seluruh agenda kerja DPF D kecuali berhalangan atas izin dat pimprnarr

fraksi;

e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;

f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban f,ada setiap rapat

DPRD;

g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yan0 disepakati untuk dirahasiakan sarnpar

dinyatakan terbuka untuk umum,

h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenanq untuk perjalanar, ke luar

negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain,

i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan darr prrrpinan
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DPRt), serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan

pei'undang-undl. gan:

1 tidak ilenyampa kan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada

plhak lain; dan

k. tidak rrrembawa'anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan

tedentu dan seizin pimpinan DPRD.

Pasal 94

Pengatrrran rr,engenai tata hubungan anrar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 i)yar (3) hr:ruf c angka 4, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan

daer.rh sebagainrana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antara

:inggota t)l:)liD dan pihak lair.r sebagaimana dirnaksud dalam Pasal g l ayat (3) huruf c

angka 5 nr.n uat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif,

responsrf, (iar profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD

clan lenrba(ta penyelenggara pemerintahan lainnya.

P;rsal 95

Pengaturi:n rre rgenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan

sebagainrana dimaksud dalam Pasal 91 ay.et (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara

larn nrernl>er,ratikan tata krama, etrka, rnoral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil

rakyat.

P asal 96

Pengaturan nrengenai kewa.liban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91

ayat (3) lrrrruf c angka 7 sesuai dengan ket,)ntuan peraturan peru n dang-undanga n.

Pasal 97

(1 ) Pengatrrran nrengenai larangan bagi anggota DPRD sebagairnana dimaksud dalam

l)asal !r1 ayat i3) hLrruf c a,rgka B sesuai dengan ketentLran peraturan perundang-

urtdartg-1;llr.

(2) Terkait dengan ketentL'an sebragaimana dimaksud pada ayat (1) dalam peraturan DPRD

tentan0 kode etik dapat memuat ketentuan seperti:

a. Iarangan menggunakan jrbatan sebagai anggota DPRD untuk mencari

ken'rudahan dan keunt,rngan pribadi, keluarga, atau kelompoknya yang

mempunyai usaha atau melak rkan penanaman modal dalam sttatu bidang

usaha,

b. larangan rnenggunakan Jabatannya sebagai anggota DPRD untuk mempengaruhi

penganrbilan keputusan paJa lembaga peradilan atau lembaga lain untuk

kepentingan pribadi atau kelomp )k;

c larangan nrenerima imbalan atar, hadiah dari pihak lain yang terkait dengan tugas

dan wewe tang DPRD,
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larangan menggunakan anggaran DPRD Lrntuk suatu kegiatan yarrg tidak

berkaitan dengan tugas dan wewe,rang DPRD; dan

larangan meng$unakan anggaran DPRD untuk suatu kegiatan yang dibiayai

pihak lain.

: Pasal 98

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota Di)RD sebagarmana

dimaksud dalam Pasal g1 ayat (3) huruf c angka g memuat ketentuar-, mengenai sikap,

perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma aganta, kesusilaan, kesopanan dan

adat budaya setempat.

Pasal 99

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisrne penjatuhan sanksi sebagaintana dinraksud

dalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 1o serta rehabilitasi anggota DpRD sebagarnrana

dimaksud clalam Pasal 91 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan keterrtuar peratLrran

perunda ng-u nda nga n.

d.

BAB VIII
. LARANGAN DAN SANKSI

Bag ia r: Kesatu

Larangan

Pasal 100 -

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai

a. pejabat negara atau pejabat daerah larnnya;

b. hakim pada badan peradilan; atau

c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/polri, pegawar pada

negara, badan usaha mtlik daerah, atau badan lain

badan usaha milik

yang a nggara nnya

bersumber dari APBN/ApBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lenrbaga

pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atarr pengacara, notaris, dan
pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wew?nang DpRD, serta hak

sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan kcrupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilara,ng

menerima gratifikasi.

Bagiari Kedua

Sa:tksi

Pasal 10'i

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajibarr sebagarmana dinraksud pada pasal

32 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dirnaksud
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dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentia,r s,lbagai

anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD vang dinyatakan terbuktr melanggar ketentuan sebagaimana cJimaksud

pada Pasal '100 ayat (3) berdasarkan putL san pengadilan yang telah merlperoletr

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pe nr bsr6s.. r.,.1 seb:,gai anggota DpRD

.. Pasal 102

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A1 ayal (r) berupa.

a. teguran Jisan;

b. teguran tertulis; dan/atau

c, diberhentikan dari pimpinan pa(ja alat kelengkapan

Pasal 103

setiap orang, kelompok, atau organisasi capat mengajukan pengaduan kepada Badarr

Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukii yang cukup bahwa terdapat anggota DpRt)
yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagarmana dirraksud dalam
Pasal 32 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimarta drmzrksud Calarn pasal 1OO

B,\B IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTLI, PENGGANTIAN ANTARWAKTU

DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pernberhentian Antirwaktu

Pasa I 104

(1) Anggota DPRD berhenti antanrraktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

apabila:

a. t;dak melaksanakan tugas secara lterkelanjutan atau oerhalangan tetap sebagai
anggota DPRD selama 3 (tiga) buran berturut-tLrrut tanpa keterangan apapu.;

b. melanggar sumpah/jan1i jabatan ctan kode etjk DpRD,

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan vang telah mempe:oleir
kekuatan hukum tetap karena merarukan tindak pi,Jana de;rgan ancaman
hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih

d. tidak menghadiri rapat paripurn a danlatau rapat alal kelengkapan DpRD yang
nrenjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah,

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan oerundang-
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undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesr.rai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilih.rn umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagainrana diatur

dalam peraturan perundang-undan gar,;

h. diberhentikan sebagai anggota partar politjk sesuai denetan ketentua.r peraturan

perunda ng-u nda nga n, ataLr

i. menjadi anggota partai politik lain

(3) Dalam hal anggota partai politik dibernentrkan oleh panai polilikrrva sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf h dan yang bersangkutan mengapkan keberatan rrrelalui

pengadilan, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutait silh setclall
adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan huk.rn-, tetap

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 2 Tahun 200f,

(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan pada ayat (z) lLrga berlakLr bagi

anggota DPRD yang berkedtrdukan sebagai pi,npinan DPRD dan/atau pinrpinan alat

kelengkapan DPRD.

Pasal 105

(1) Pemberhentian anggota DPIID sebagaimana dirnaksud dalam Pasdt 104 ayat (1) hulrf
a dan b Serta pada ayal (2) iruruf c, hurui e, hLrruf h dan hurrrf i diusutkan oleh pinrprnar-r

partai polltik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tu,iuh) hari sejak diteriman'a usul pemberhcntian sebagaimana drmaks,,rd
pada ayat (1), pimpinan DpRD mcny.lrnpait<an usur pemberhentian anggota DpRD
kepada gubernur melalui bupatr untuk me,nperoreh oeresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana drmaksLrd
pada ayat (2), bupati menyampaikan usut rersebut kepada gubernur.

(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagarmana dimaksud
pada ayat (3) pimpinan DPRD rangsr,rng meryampaikan Lrsur pemberhentian ar,ggota
DPRD kepada gubernur.

(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DpRD paling lama 14 (errpat bela:;) hari

sejak diterimanya usul pemberhentian anrtelota DpRD dari bupati sebaga mana
dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DpRD sebalaimana dimaksLrd pada ayar
(4).

(6) Peresmian pemberhentian anggota DF,RD sebagaimana drmaksud pada ayat (6)
berlaku sejak ditetapkan, kecuali t,eresmian pemberhenirarr :rnggota DpRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayal (2) huruf c berlaku seJak tanggat pt,tLrsu.ir.l

pengadilan memperoleh kekuatan hukum telap.
(7) Pimpiran partai poritik sebagaimana dinraksud pada ayat (r ) aoarah pimpinan padai

politik kabupaten sesuaj dengan rekomendasi/ keputusan dewan pin.,pln3n pLrsat partai
politik yang bersangkutan.



Pasal '106

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana d,maksrrd dalam Pasal 1 04 ayat (1)) huruf

a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah aianya hasil penyelidikan dan

verifikasi yang dituangkan dalam kepuiusan badan kehormatan DPRD atas pengaduan

dari pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pernilih

(2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberh?ntial anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporllan oleh badan kehormatan kepada rapat

paripurna.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak kepuiusan Dadan kehormatan DPRD yang telalr

dilaporkan dalam rapat paripurna seba3aimana dimaksud pada ayat (2), prrnprnan

DPRD menyampaikan keputusan badar kehormatan DPRD kepada pimpinan parter

politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang

pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagairnana dinraksud pada

ayat (2) dari pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dirraksud paoa ayat (3) tictak

memberikan keputusan pemberhentian sc.bagaimar,a dimaksud pada ayat (4), pin,pinan

DPRD meneruskan keputusan badan kellornratan DPRD sebaglrrnana dim.rksuci pacja

ayal (2) kepada gubernur melalui bupati paling iama 7 (trrluh) hari setelair berakhrrr)),:l

batas waktu penyarnpaian keputusan tentang I)emberhentiarn anggota 3PIll) dari

pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling Iama 7 (tujuh) hari sejak diterim.rnya keputusan pemberhentian sebagarmar,a

dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan terseblrt kep:rda gr,rber'nur

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebargaimana dimaksud pada ayat (6) paling

lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau

keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotany3 dari bupati

Bagian Kedua

Pen gganti; n Antarwaktu

Pasa! 107

(1)Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dale.rn pasal 104 ayat

(1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suar? 16.1!s6y3k urutan

berikutnya dalam daftar peringkat perolehan sua.a dari partai potit k yang sama pada

daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memoeroreh suara terbanyak urutan berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengrrndurkan dirj, ataLr tidak
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lagi memenuhi syarat sebagai calon anggcta, anggota DpRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPFD yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa labatan anggota

DPRD yang digantikannya.

. Pasal 108

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama arrggota DPRD yang diberhentikan arntarwaktu

dengan melampirkan fotokopi daftar caron tetap dan daftar peringkat perolehan suara
partai politik yang bersangkutan yang tela r dilegalisir oleh KpU, kepada KpU Kabr-rpaten

Rembang dengan tembusan kepada pimpinan partaj politik yang bersangkutan

(2) KPU menyampaikan nama calon pe.gganti antarwaktu berdasarkan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) kepada pimpinan DpRD paling lambat 5 (lima)

harr sejak diterirnanya surat pimpinan DpFlD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktr,r dari KpU

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), p mpinan DpRD setelah melakukan konfr.masi

kepada pimpinan partar politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota [)pRD
yang diberhentikan dan nama calon perrgganti antarwaktu kepada gLrbernur melalui

bupati.

(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon penggantr antarwaktu daniatal
menyampaikan nama calon pengganti antarwaklrr yang tidak sesuat dengan ketentLran

dalam Pasal 106 ayat (1) atau ay at ('2) sersuar ayat 13), prmprnan DpRD berdasar hasll

konfirmasi pada pimpinan partai politik yang bersangkutan, menyampaikan ,rama calon
pengganti antan'raktu dari partai politlk yang bersangkutan sesuar dengan ketentua6

dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur metatui b,,rpati

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak meneri,na nama anggota DpRD yang diberhentikan

dan nama calon pengganti antanrvaktu sebagainrana dimaksr.rd pada ayat (3) bLrpati

mengusulkan penggantian antarwaktir kepada gubernur LrntuK diresm kan
pemberhentran dan pengangkatannya.

(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantran antarwaktLr dari

bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pembei-hentian dan
pengangkatan anggota DpRD.

(7) Dalam hal bupati tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gr.rbernrrr

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian altarwaktlr
anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DpRD

Pasal 109

(1) Penggantian antaMaktu anggota DpRD tidak dilaksanakan apabila s;sa n:asa abatan
anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) buian



(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anl]gota DPRD dilaksanzrkan dalanr waktu sisa

masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam\ bulan, pemberhentian anggota

DPRD tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggan(ian.

(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud atal (2) kosong sampai berakhirnya rrasa
jabatan anggota DPRD

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verif ikas i persya rata n

Pasa; 110

(1)Calon anggota DPRD pengganti antarw,rktr,r harus r.nerrenulrr pe-:rsyarratan scir39r,1

benkut.

a warga negara lndonesia yang telah rrerumur 21 (dua puluh satu) tahun ataLr lebih,

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia

d. cakap berbicara, membbca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah Menengah Atas (sMA), Madrasah
Aliyah (MA), Sekolah Menengah l.lejuruan (SMK), Madr;,sah Aliyah Kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat,

f setia kepada Pancasila sebagar clirsar negara, [Jrrclang-Uncjang Dzrsar Negara

RepLrblik lndonesia Tahun ,1945, dan cita-cita proklarrrasr .1 7 AgLr:tus 1g45.

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pLrtusan pengacrlan yang telah

nlemperoleh kekuatan hLlkLlnl tetali karena rlelakukarn trrrdi k prclarnir yarrg

. diancam dengan pidana penjara 5 (linra) tahun atau lebji),

h. sehat jasnrani dan rohani;

i. terdaftar sebagai pemilih;

j. bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri . sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara r.Jasional

lndonesia, anggota Kepolisian Negara Repubrrk lndonesia, pengurus pada badan
usaha milik negara dan/atau badan usaha mirik daerah, sertl badan lain yang

anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengarr surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kernbali,

I bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publ,k, advckat/ pengacara,

notaris, pejabat pembuat akta tanah (ppAT),dan tiJak rreraku<an pekeqaan
penyedia barang dan jasa yang berhubungr:n denga. keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimburkan konfrik kepertingan cengan tLrgas,

wewenang, dan hak sebagai anggota DpRD sesuai peratLrran perundang-
undangan,

nr. bersedia untuk trdak merangkap jabatan s,rbagar perabat negara rairnya,
pengurus pada badan Lrsaha milik negara, dan badan rrsaha rrilik daerah, serta
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badan lain yang anggarajrnya bersumbe'dari keuangan negara;

n. menjadi anggota partai politik peseria pemilu,

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerair perrilihan.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk warga negarir Indonesia,

b. bukti kelulusan berupa fotokopi i.1azah, S ITB, syahadah, sertifikat, atau sLrrat

keterangan lain yang cjilegalisasi oleh satuan pendidikan atau progranr

pendidikan menengah;

c. su!'at keterangan tidak tersangkr,t perkara pidana d:rrr Kepolrsian Republik

lndonesia setempat;

d. surat keterangan sehat jasmani dan roharri,

e. surat tanda bukti telah terdaftar secagai pemilih;

f. surat pernyataan tentang keseCiaarr untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermaterai c,tkup;

g. surat pernyataan kesediaan r-rntuk ti,Jak berpraktik sebagai akuntan IrUblik,

advokaU pengacara, notaris, pej,rbat pembuat akta tanah (PPAT),dan tidak

melakukan pekerjaan penyedia barar,g dan jasa yang berhubungan dengan

keuangan negara serta pekerlaarr lain yang dapat ntenrntbulkan konilrk

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak :ebaga anggota DPRD yang

ditandatangani di atas ketlas bernt.tterar c'ukup,

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negel

sipil, anggota Tentara Nasional lnJonesia, anggota Kepolisian t,Jegara Repub rk

lndonesia, pengurus pada badan r. saha milik negara dan,/atau badan usaha milrk

daerahpengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara;

i. kartu tanda anggota partai politik p:serta pemilu,

j. surat pernyataan tentang kesediannya hanya dicalonkarr oleh 1 (satu) partai

politik 1 (satu) untuk 1 (satu) lembaga peruvakilan yang ditanrla tangani di atas

kertas bermaterai cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan paca 1(satu) daerah

pemilihan yang ditandatangani di at:ts kertas bermaterai cukup
(3) Selain kelengkapan berkas adnrinistrasi sebagaimana dimaksud paoa ayat (2), bupati

dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DpRD ,r-,ga harus
melampirkan:

a. tlsul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagainrana dimaksud dalarn

Pasal 104 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat i2) hLrruf e dan lruruf idari
pimpinan partai politik disertai den!an dokumen oendukung sesrai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentua,l anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga partai politik;

b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dalam Pasal

104 ayal (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal '1 04 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal

anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui

peng adrla n, atau

d. kc'pr.rtr.rsan dan usul pemberhentian sebagar anggota DPRD ka, una alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, huruf b, htrruf d, huruff

can huruf g dari pimpinan par1ai politik berdasarkan keputusan Badan

f iehormatan DPRD setelah dilakLrkan penyelidikan dan veriflkasi,

e. iotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemrlrhan unlurr yang dilegalisir

KPU,dan

f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang rrerrgusulkan

penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU

(4) Ver:frkasr kelengkapan berkas penggantran antarwaktu anggota DPRD sebagarmana

dimaksud pada ayat (2) dan^ayat (3), dilakukan secara fungsronal oleh unit kerja di

masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 111

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena

a. n-renjadi terdakwa dalam perkara pidana umLrm yang diancarn dengan pidara

p'enjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau

b. menladi terdakwa dalam perkara pidana khustts.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana drmaksud pada ayat ('1) diusuikan oleh

pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati;

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD sebagai terdakwa sebagaitrana

dinraksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan penrberhentian semerltara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris DPRD dapat melaporkan status

terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada bupati.

(4) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana drn]aksud pada ayat (3)

mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada

gubernur

(5) Gubernur mernberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas rlstrl bupati
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana Cimaksud pada ayal (5) bc,rlak .r terhitung mulai

tanggal anggota DPRD yang bersangkutan dite'apkan sebagai terdakwa

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sernentara tetap rrend.rpa.kan irak l..L'tt.,tr(tirtr

berupa r,rang representasi, r.tang paket, tunjangan keltrarga. dan ttrn.angarl be-as serta

tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketenluar peratura,r pertrrrdang-

undangan.

(8) l/enjadi terdakwa sebagaimana dimarksu,i pada ayat (1) dibuktikarr dengan register

perkara di pengadilan negeri

Pasa I 112

(1)Dalam hal anggota DPRD yang diberhe;rtikan sementara secagaimana dimaksud dalanr

Pasal i11 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pember,rentran sementaTa sebagai

anggota DPRD diikuti dengan pembeihentian senentara se,.ragai pimpinan DPRD

(2) Da'am hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagilimana dirr.:ksud pada ayat

(1), partai politik asal pimpinan DPRD yang drberhentikan sementara mengr,rsulkan

kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partar tersebut

untuk rnelaksanakan tugas pimpinan DPt?D yang liberhentikan sernentara.

Pasal 113

(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bgrsalah karena melakukan tindak prdana

sebagaimana dimaksud pada Pasal 11) ayat (1) huruf a atau huruf b ,rerdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempe:oleh kekuatan hul,um tetap, anggota DPRD

yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPllD.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakr mulai tanqgal putusan

pengadilan,nemp.:roleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti bersalahr<arena nrelakukan tindak

pidana sebagarmana dimaksud pada Pasal | 1 1 ayat (1) hLrruf a atau huruf b

berdasarkan putusan pengadilan yang telah rremperoleh kekuatan hukum tetap maka

anggota DPRD yang bersangkutan diakliikan kembali apabila masa labatannya oelLrm

berakhir

B/r8 X

PENYIDIKAN

Pasal 114

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DpRD
yang diduga melakukan tindak pidanir harus nrendapat persetLrJLran tedulrs ciarr

gubernur.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oir,lr

gubernur dalam waktu paling lambat 3C (tiga puluh) hari terhiiung sejak diterinranya



permohonan, proses penranggilan dan permintaan keterangan untuk penyidil(?n

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku apabila anggota DPRD.

a. tertangl(ap tangan melakukan t,ndak pidana;

b. disangka melakukan tindak pi lana kejahatan yang diancam dengan pidana

rnati atau seumur hidup atar tindak pidana kelatratan kemanusiaan dan

keamanan Negara berdasarkarr bukti permulaan yang cukup, atau

c. disangka melakukan tindak pidana Khusus.

BlrB Xl

PELAKSANA,\N KONSULTASI

Pasal 115

(1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam L;entr,rk

pertemuan antara pimpinan DPRD dengan bupati

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalanr rangka

a. pembrcaraan awal mengenai ri rateri muatan rancangan peratrrran daerah

dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta pricritas dan pla:on

anggaran sementara dalam rangka penyusunarr rancangan anggararr'l

pendapatan dan belanja daeran,

b. pembicaraan mengenai penan,.Janan sLratLr rnasalah yang r,renleTlLrkaI)

keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pe.nerintah Jaerah berdasarka|r

peratLrra n perundang-undangan, a aU

c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau progr. rn ker]a te.tentu yang

ditetapkan atau dilaksanakan oleh kepala daerah.

(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pac,a ayat (1) pirnprnan DPRD didanrprngi oletr

pimpinan alat kelengkapan DPRD dan anggota DpRD yang terkait dengan nrater

konsultasi dan kepala daerah didampingi oreh pimpinan perangkat daer3h yarrg terkart

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan se(raTa berkala atau

sesuai dengan kebutu han.

(5) (onsultasi sebagaimana dimaksud paca ayat (1) dapat drlak ranakan bark atas

prakarsa pimpinan DPRD maupr.rn kepata daerah

(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ilrlaporkan deianr rarpat

paripurna DPRD.

Pasal 116

(1)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 115 juga dapat Jilaxsanakan dengan
pimpinan instansi vertikal di daerah.

(2) Konsultasi pimpinan DPRD dengan pimpinan vertikal sebaga mana dimaksr.rd pada ayat
(1) adalah dalam rangka menerima masukan dan rnenrb:,rkan saran/ rellorlendasr

mengenai permasalahan tertentu yang t-"r1adi di daerah
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(3) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di

daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XII

PENERIMAAN PENGAOUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI

MASYARAKAT

Pasal 1 17

(1)Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD

menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengadtran dan/atau asprrasi

masyarakat yang disampaikan secara langsung atau terttrlis tentang suatu

permas;llahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD'

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses

administratrf oleh sekretariat DPRD dan drteruskan kepada prnrpinarr DPRD, alat

kelengkapan DPRD terkait, anggota DPRD atau fraksi dr DPRD

(3) Pinrpirran DPRD, aiat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksr dr DPRD dapat

nreninrjaklanluti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya'

(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasr kepada ptrnptnan

DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya'

(5) Dalanr hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi ntasyarakat dapat ditindaklanJUtl

dengan:

a. rapat dengar PendaPat ilrnunT,

b. rapat dengar PendaPat,

c. kunJUngan keria, atau

d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerlanya

(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi nrasyarakat diatur

oleh sekretaris DPRD dengan persetuluan pinrpinan DPRD

BAB XIII

SISTEM PENDUKUNG DPRD

Bagian KesatLr

Sekretariat

Pasal 118

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tLrgas DPRD, drbentuk

sekretariat DPRD yang susunan organisasr dan tata kerlanya ditetapkJn dengan

peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keput!rsan bupati atas

persetujuan pimPinan DPRD.

(3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawar negert srprl



Bagian Ked ua

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIfV. AHI-I

Pasal 'l 19

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelonrpoli pakar

alau tim ahli.

"(2)Kelompokpakaratautimahlipalingb'any;:ksesuaidenganjunrlahalatkelengkapan

DPRD.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit mernenuhi persyaratan

a. berpendidikan serend a h-re nd a f,nya strata satu iS1) denglrrr pengalaman

kerja paling singkat 5 (lima) iahun, strata dua (S2) dengan pengalatnan kerja

paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) der,gan pengalamarr kerja

paling singkat 1 (satu) tahun,

b. menguasai bidang yang diperlukan, dan

c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai

kebutuhan atas usul anggota DPRD.

(5) Masa kerja kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pade ayal (1 ) tidak

tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar zitau

tim ahli.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagain ana dimaksud )ada ay al (1) diangkat dan

diberhentian dengan keputusan sekretarrs DPRD.

(7) Kelompck pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai

dengan pengelompokan tugas dan we,venang DPRD yang tercermin daLam alat

kelengkapan DPRD.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

' Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakiian Rakyat

r Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturan DPRD Kaoupat!'n Rernbang Nomcr 01

Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dinyata<an sudah tidak berlaku lagi.

KETENTUAN PENL}TUP

Pasil I "121

Hal-hal lain yang belum diatur dalbm Peraturan Tata -lertib ini, akan diatu. leb h lan1r.rt oleh

pimpinan DPRD dengan persetujuan Bad; n Musyawarah dan ditelapkan daianr rapat

paripurna.

t3
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Pasal 122

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Tata Tertib ini, akan ditrnjau kembali'

Pasal 123

Peraturan l-ata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan diRembang

Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAHKABUPATEN REI\4BANG

Ketua,

H, MAJID KAMIL MZ
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